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RINGKASAN

Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 20 Tahun 1991 tentang Pengelolaan Sampah di wilayah Kabupaten Kendal,
Pemerintah Kabupaten Kendal berupaya mewujudkan tata lingkungan hidup yang bersih,
indah, barokah, damai, aman dan tertib. Guna menunjang keb erhasilan upaya tersebut
perlu ditumbuhkan rasa tanggung jawab dati semua lapisan masyarakat dan unsur aparat
Pemda sendid yang dalam hal ini penanppung jawabnya adalah Kantor Tata Kota,
Kebersihan dan Pertamanan (KTKP).

Berdasarkan Program Kerja KTKP Tahun 2002, salah satu tugas dar seksi pada
KTKP yaitu Seksi Pengelolaan Kebersihan dan Pemakaman adalah memelihara
kebersihan jalan dan lingkungan, pengangkutan sampah dan penyelenggaraan tempat
penampungan sampah semeniara dan tempat pembuangan akhir. Dengan adanya tugas
tersebut diharapkan masyarakat dapat terlayani dengan baik dalam hal pembuangan
sampah agar tidak pada sembarang tempat yang dapat memimbulkan bahaya karena
wilayah Kendal sangat berpotensi banjir pada musim penghujan, oleh karenanya perlu
tindakan antisipasi pada setiap kegiatan sehari-hari dalam membuang sampah secara
benar, Untuk mewujudkan keinginan tersebut dip erlukan program yang mengatur tata
tertib pembuangsn sampah dan penanggung jawab serta sangsinya. Adapun indikator
terciptanya efektifitas program penanganan sampah diantaranya adalah komunikasi,
kualitas ap arat pelaksana, koordinasi yang baik, hubungan kerja, besar kecilnya sangsi
dan lain-lain. Gunz membatasi fokus penelitian, maka penelitian ini beiusaha umntuk
mengkaji apakah ada hubungan antara komunikasi, kualitas aparat pelaksana dan
ko ordinasi dengan efektifitas p<laksanaan program penanganan sampah secara langsung
antara variable komunikasi dengan efektifitas program, variable kualitas aparat pelaksana
dengan efektifitas program, dan antara variable koordinasi dengan efektifitas program
‘maupun secara bersama-sama antara komunikasi, kualitas aparat peleksana dan
koordinasi dengan efektifitas program penanganan sampah di lingkungan Pemenintah
Kabupaten Kendal.

Hasil penelitian yang diperoleh, temyata ada hubungan yang positif dan
signifikan antara variable komunikasi dengan cfektifitas pelaksanaan program dengan
koefisien korelasi kendall’s tan sebesar 0,406 dengan tingkat signifikansi 95%. Hipotesis
yang menyatakan ada hubungan yang positif dan signifikan antara kualitas aparat
pelaksana dengan efektifitas pelaksanaan program di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kendal dapat diterima dengan Koefisien Koreksi Kendall’s sebesar 0,442. Di samping itu
terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variable koordinasi dengan
efektifitas pelaksanaan program yang diketahui dari koefisien korclasi kendall’s tau
sebesar 0,381 dengan tingkat signifikansi 95%. Dilain pihak hipotesis yang menyatakan
ada hubungan yang positif dan signifikan secara bersama-sama antara kemunikasi,
kualitas aparat pelaksana dan koordinasi dengan efektifitas pelaksanaan program
penanganan sampah dapat diterima, yang terlihat dari koefisien korelasi ko ordinat
kendall’s sebesar 0,3890 dengan tingkat signifikansi 95%. '
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ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh variabel-
variabel bebas yakni variabel komunikasi, kuslitas aparatur pelaksana, dan koordinasi
terhadap variabel terikat, yaitu cfektifitas pelaksanaan program penanganan sampah di
Kabupaten Kendal.

Penelitian ini dengan populasi pegawai Kantor Tata Kota, Kebersihan dan
Pertamanan (KTKP) Kabup aten Kendal, dan jumlah sampel scb anyak 40 orang pegawal
KTKP serta menggunakan metode kuantitatif yang didukung dengan analisis diskriptif
kualitatif untuk membuktikan hipotesis yang telah dirummskan sebelummya, yang
menyatakan ada pengaruh p ositif dan signifikan variabel bebas terhadap variabel terikat
yang menggunakan taraf signifikansi 95% dimana 2 hitung lebih besar dari z tabel
dengan harga 7 tabel = 1,96.

Hasil penclitian ini menunjukkan bahwa setelah dihitung menggunakarn
koefisien korelasi Rank Kendall diperoleh z hitung sebagai berikut :

1. Variabel komunikasi 3,78
2. Variabel kualitas aparat pelaksana 4,11
3. Variabel koordinasi = 3,54
Temyata z hitung masing-masing variabel lebih besar dari z tabel schingga hipotesa
dapat diterima, artinya terdapat pengaruh po sitif dan signifikan masing-masing variabel
bebas yakni komunikasi, kualitas aparatur pelaksana dan koordinasi terhadap variabel
terikat yakni efektifitas pelaksanaan penanganan samp gh sesuai dengan perumusan dan
tujuan penclitian. Untuk membuktikan adanya pengarvh ketiga variabel bebas secara
bersama-sama terhadap variabel terikat digunakan rumus korelasi ganda dengan
ketentuan ¥ hitung lebih besar dari x tabel, dengan x tabel bemilai 7,8147 pada taraf
signifikansi 95%, sedangkan x hitung scbesar 41,530 artinya terdapat pengaruh positif
dan signifikan ketiga variabel bebas yakni komunikasi, kualitas aparatur pelaksana dan
koordinasi secara bersama-sama terhadap variabel terikat yakni efektifitasa pelaks anaan
penanganan sampah di Kabupaten Kendal. ' '
Sargn yang disampaikan dari hasil penelitian ini lebih disiplin dalam
melaksanakan program penanganan sampsh dengan lebih memperhatikan aspek
pendukung pelaksanaan program buik SDM, sarana prasarana dan biaya yang
dibutihkan.
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ABSTRACT

ENDANG KOESTJAHAYANINGSIH. Effectivity of GarbageHadling
Implementation in Kendal Regency. Theses. Magister of Public Administration.
Post Graduate Program. Diponegoro University. 2002.

This reseach was aimed at analysing the magnitude of relations between
independent variables covvering Communication, Quality of Executor Apparatus,
and Coordination and Effectivity of Garbage Handling Program in Kendal
regency as the dependent variable.

The population was government employees at City Planning, Cleanliness
and Park Office (KTKP) of Kendal regency. Samples were 40 KTKP personnels.
The research method employed quantitative method supported with descriptive
qualitative analysis to prove the prescribed hypotheses which stated that there was
a posistive and significant relation between independent variables and dependent
variable with 95% significance level, in which z table was bigger than z table at z
table=1.96.

The findings show that using Rank Kendall correlation coefficient, z value
for each variable are are as follows: Communication is 3.78, Quality of Executor
apparatus is 4.11, and Coordination is 3.54.

In fact z value of each variable is bigger than z table. Therefore the
hypotheses are accepted, meaning that there are positive and significant relations
between each of the independent variables with the dependent variable. It means,
there are positive and significant relations betweeen communication, quality of
executor apparatus and coordination with effectivity of garbage handling program
in Kendal regency, in line with the prescribed hypotheses.

To prove that there is also relation between the three independent varibles
altogether with the dependent variable double correlation formula was employed,
with x value is prescribed bigger than x table. The finding shows that x table is
7.8147 at 95% sigficance level, while x value according to the statistical score is”
41.530, meaning that there is a posistive and significant relation between the three
independent variables with the dependent variable.Therefore it is proved that
there is a positive and significant relation between communication, quality of
executor apparatus, and coordination altogether with effectivity of garbage
handling program in Kendal regency.

Based on the result it is recommended that personnels in charge of garbage °
handling has to be more discipline in doing their job, while supporting aspects for |
program implementation such as human resource, infrastructure, facilities and the
needed fund should be given more attention. J
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BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentsng Pemerintahan
Daersh dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbang an Keuangan

Pusat dan Daerah merupakan Komitmen untuk merubah sistem pemerintahan

sentralistik menuju sistem desentralisasi. Perubahan tersebut berdas ar.;:an
pelaksanaan otonomi daerah dan penyerahan sebelas kewenangan yang dib eri'ican y
oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Kewenangan daerah tersebut meliputi seluruh kewenangan pemerintahan
kecuali di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal
dan agama. Adapun kewenangan dacrah propinsi hanya terbatas pada kewenangan
lintas kabupaten atau kotal, kewenangan bidang tertentu yang bersifat regional, serta
tugas-tugas dekonsentrasi yang dilimpahkan pemerintah pusat dalam rangka
pemeliharaan hubungan yang serasi antar pemerintah pusat dan pemerintah dacrah
dalam negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah sebagai akinalisasi proses demokrasi yang memberikan
kewenangan yang, luas, nyata dan bertanggungjawab kep ada dacrah kabupaten/kota,
secara profesional diwujudkan dalam peraturan pembagian pemanfaatan prinsip-
prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensidan
keanckaragaman daerah. Manifestasi pelaksahaan otonomi daerah ini sangat

berpengaruh pada kelancaran penyelenggaraan p emerintahan di daerah baik dari

aspek sumber daya alam, sumber daya manusia, manpun sumber daya buatan yang

(IESRARS B RS Fate i I T R .
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aplikasinya bergantung pada kemampuan dan kesiapan daersh. Oleh karenanya

diperiukan persomnil/aparat pemerintah yang‘ memiliki  kemampuan untuk

melaks anakan dan mengembangkan tugas-tugas secara maksirﬁal.

Berkaitan dengan hal tersebut khususnya di Kabupaten Kendal juga dituntut
untuk mampu mclaksanakan otonomi dacrah demgan lancar. Peran stratcgis
pelaksanaan utouoﬁﬁ daerah ini berada pada Bupati Kendal (scsuai dengan Undang-
undang Nomor 22 tahun 1999 dan pertanggungjawaban penyelenggaraan
pemerintahan daerah ada pada kepala dacrah). Kemudian dalam pelaksanaannya
Bupati dibantu oleh bawahannya yaitu Pimpinan Dinas, Badan, Kantor dan para staf
masing-masing.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2001
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Kantor Tata Kota, Kebersihan
dan Pertamanan Kendal terdiri atas :

1. Unsur pimpinan yaitu Kepala Kantor.

2. Unsur pembantu pimpinan yaitu Sub Bapgian Tata Usaha.

3. Unsur -p elaksana yang berjumlah tiga seksi yaitu seksi penyehatan dan seksi
liﬁgkungan dan pemukiman, seksi penataan kota dan pertamanan, dan seksi
pengelolaan kebersihan dan p emakaman.,

Instansi ini mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian wrusan rumah

tangga daerah di bidang penataan kota, pemychatan lingkungan, kebersihan,

pertamanan dan pemakaman.

Fungsi lembaga ini antara lain :

a. Perencanaan yang meliputi segala usaha dan Kegiatan untuk merencanakan,
mempersiapkan, mengelola dan menelaah penyusunan kebijaks anaan teknis serta

program Kerja ; I




b. Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan
penataan kota, penyehatan lingkungan, kebersihan, pertamanan dan pemakaman
vang meliputi selurnh daerah ;

¢. Koordinasi yang meliputi sepala usaha dan kegiatan guna menunjang kesatuen
dan kescrasian gerak yang berhubungan dengan penataan i&ota, penychatan
lingkungan, kebersihan pertamanan dan pemakaman,

Rebersihan lingkungan menjadi bagian penting dari program Kkerja
Pemerintah Daerah Kendal yang berusaha menggalakkan pemeliharaan citra
perkotaan yang bersih, indah dan tertib. Oleh karena itu diperlukan strategi tertentu
untuk mewujudkanirya deﬁgan pertimb angan tuntutan kebutuhan umum dan nilai
kebersihan kota dan kebijakan pembangunan yang memperhitungkan lingkungan
hidup. Selama ini masih banysk di jumpai kcluhan dari masyarakat akibat dan
tingkungan yang tidak bersih di sepanjang jalan, pertamanan, pertekoan, saluran-
saluran air yang mampet yang bcrakibat banjir pada musim penghujan, bau busuk
yang menimbulkan penyakit, udara lingkungan pertokoan yang kurang segar dan
ketid aknyamanan saat berjalan-jalan di sepanjang jalan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 20 Tahun 15991 yang
berisikan tentang pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Kendal dis shutkan jenis
dan tata ;:aré pengelolaan sampah, tugas kewajiban penghasil dan pengelola sampah,
retribusi sampah dan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah serta
ketentuan pidana.

Secara umum yang dimaksud dengan sampah menurut Peraturan Daerah ini
adélah barang-barang yang karena keadaannya kemudian menjadi barang bekas,
barang sisa dan atau terpakai lagi olch penghasil sampah. Sedangkan samp gh

dihasilkan oleh penghasil sampah yaitu orang atau badan hukum yang secara




langsung maupun tidak langsung telah mengakibatkan timbulnya sampah atau
dibuang di tempat sampah mulai dari lingkungan terkecil yaitu rumah tangga,
kemndian temp at penampungan sementara dan selanjotnya setelah samp ah terkumpul
dari berbagai tempat akan dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA).

Program penanganan sampah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman
maupun petunjuk kep ada masyarakat atas penduduk daerah dalam menangani hal-hal
yang menyangkut penanganan sampah sebagai upaya untuk mewﬁjudkan tata
lingkungan hidup yang bersih, indah, barokah, damai, aman, dan tertib di witayah
Kabupatén Kendal.

1. Jenis dan tata cara pengelolaan sampah

Jenis sampah yang akan dibersihkan terdiri atas sampah rumah tangg!a,

sampah industri, sampah pasar, sampah terminal, sampah rumah makan, sampah |

sungai, s amp ah tempat usaha, samp ah kantor, dan sampah umum. Khusus untuk
sampah industr disini ;dalah sampah yang tidak termasuk limbah padat dan
limbah cair. Untuk sampah kantor dan sampah umum yang bertanggung jawab
mengelola sampah adalah kantor instansi p emerintah kelembagaan, tempatibadah
dilakukan oleh pimpinan unit kerja atau pimpinan lembaga peribadatan,
sedangkan s amp ah umum pada pertunjukkan, kegiatan peribadatan, kegiatan olah
raga dan upacara di tempat-temp at umum dikelola oleh penyelengpara kegiatan.
Penanganan sampah diatur dengan tata cara :

a. Sampah dan pcnéhasil sampah dikumpulkan dan ditampung dalam tempat

sampah oleh setiap penghasil sampah. Oleh petugas pengumpul sampah,

sampah-sampah tersebut diambil dan di tampung dalam temp at pembuangan

sementara (TPS). Setelah dipandang cukup banyak, sampah-sampah tersebut




diangkut dengan kendaraan pemgangkut sampah untuk dibuang ke tempat
pembuangan sampah akhir yang ditentukan oleh pemerintah daerah.

b. Tanggung jawab penanganan sampah dibebankan pada pimpinan unit terkecil
sampai dengan Kantor Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan yang
mengurysi pembuangan sampah terakhir, Kepala desa/Kelurahan dan
pimpinan dinas, perusahaan maup us: vnit lain meng atur pengumpulan sampah
rumah tangga di wilayahnya sampai ke tempat penampungan sementara. Dari
penampungan sementara sampai ke tempat pembuangan akhir menjadi
tanggung jawab sepenuhnya KTKP yang dapat bekerja sama dengan pihak
ketiga dengan Syarat sesuai/memenuhi syarat kesehatan lingknngan.

2. Tugas kewajiban penghasil dan pengelola sampﬁh :

Penghasil ~ sampah wajib menjaga keserasian dan  kebersihan
lingkungannya dari sampah yang dihasilkan dengan cara mengumpulkan dan
menampung sampah pada tempat sampazh.

Berdasarkan kondisi geografis, sosial ekonomi, radius pelayanan dan volwme

samp.ah yang dihasilkan para petugas hasil sampah, dapat ditetapkan wilayah-

wilayah operasional pembersih sampah yang ditetapkan sebagai berikut :

a. Kawasan I adalah semua desa/kelurahan yang berada di wilayah perkot:an
kecamatan. 4

b. Kawasan II adalah desa/kelurahan di luar wilayah perkotaan kecamatan.

3. Retribusi sampah
Setiap penghasil sampah yang berada pada wilayah yang disebutkan

di atas wajib memb ayar retribusi sampah yang besarnya diatur dengan keteniuan-

ketentuan sebagai berikut :




. Untuk setiap kepala keluarga pada :
1). Kawasan 1
Untuk keluarga golongan A sebesar Rp. 300, - setiap bulannya
Untuk keluarga golongan B sebesar Rp. 500,- setiap bulannya
2). Kawasan II
Untuk keluarga golongan A scbesar Rp. 200, - setiap bulannya
Untuk kelnarga golongan B sebesar Rp. 400,- setiap bulannya
. Pedagang dan atau penjual jasa di lingkungan pasar/terminal yang dikelola
oleh Pemda :
1). Pasar kelas I sebesar Rp. 100,- per m’ setiap bulan
2). Pasar kelas II sebesar Rp. 75,- per m° setiap bulan
3). Pasar kelas IH sebesar Rp. 50,- per m” setiap bulan
. Pengusaha
1). Pengusaha kios dan temp at usaha lainnya sebesar Rp. 150,- per m’ sefiap
bulan.
2). Perkantoran, rumah makan dan hotellosmen sebesar Rp. 200,- per me
setiap bulan.
. Pengusaha Industri
1). Gol. A sebesar Rp. 400,- per m® setiap bulan
2). Gol. B sebesar Rp. 200,- per m° setiap bulan
3). Gol. C sebesar Rp.  50,- per m” setiap bulan

Pungutan retribusi samp ah dilakukan tiap -tiap bulan yang pclaksanaantiya

diatur sebagai berikut :

2 Di lingkungan desa/kelurahan dilakukan oleh Kepada desa/kelurahan denpan

melibatkan RT/RW yang disetorkan pada Kantor Kecamatan paling lambat




setiap tanggal 5 bulan berikutnya. Oleh Camat disetorkan pada kas daerah
pﬁling lambat tanggal 8 bulan berikutnya.
b. Dilingkungan pasar dan terminal di lakukan oleh Dinas pasar yang disetorkin
kepada kas daerah setiap tanggal 10 tiap bulan. ,:l
¢. Di lingkungan indusir, rumah tangga, dan tcmpat usaha menjadi tanggung
jawab KTKP yang disctor ke kas dacrah tiap tanggal 10 perbulan.
Pembebasan pembayaran retribusi berlaku bagi Kantor/Lembaga pemerintah,
tempat ibadah, perfunjukkan, kegiatan peribadatan, olah raga dan upacara di
temp at umum serta kelvarga tidak mampu.
. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah
Kegiatan ini dilakukan untuk mewujudkan kebersihan lingkungan baikdi
tempat-tempat umum, saluran-saluran air, jalan-jalan maupun di lingkungan
perkampungan atau kelompok masyarakat yang dilaksanakan dengan gerakan
kebersihan yaitu :
a. Gerakan kebersihan rutin
Di lakukan secara rutin tiap hari oleh kelnarga, pengusaha/pemilik toko dan
pedagang di dalam maupun di luar ruang serta kantor, asrama, rumah sakit,
sckolah, tempat-tempat umum untuk menjaga kebersiban tempat masing-
masing.
b. Gerakan kebersihan berkala
Merup akan kegiatan kebersihan yang ditaksanakan setiap satu bulan sekali di
temp at-temp at bekerja, pasar, pabrik maupun tempat-temp at ramai.
c. Gerakan kebersihan umum
Biasanya dilaksanakan sebagai salsh satu kegiatan dalam rangkaian

peringatan hari besar nasional dan hari-hari bersejarah dengan maksud




membersihkan bagian kota yang dipandang perlu dan rawcn terhadap

kebersihan/sampah yang dilaksanakan sekurang-kurangnya figa bulan sekali.

Kabupaten Kendal dengan luas wilayah 1.002,23 km®, saat ini mengalami
peningkatan jumish penduduk yang semakin pesat dari tshun ke tahun diimbangi
dengan laju pembangupan di semua scktor membawa konsckuensi meningkatnya
volume samp ah yang dihasilkan masyarakat. Sampah ini menjadi masalah serius dan
perlu penanganan tersendiri agar tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan
dan kesehatan masyarakat, sehingga periu penanganan ters endiri untuk mencegsh dan
mengurangi resiko pencemaran terhadap lingkungan serta menyelamatkan sumber
daya alam terutama sumber daya air dan tanah.

Untuk mengetahui tingkat keefektifitasan penanganan sampah di Xabupaten
Kenda! dap at dimulai dari pengumpulan sampah, pengangkutan sampah dan b erakbor
pada pembuangan akhir. Pengumpulan sampah diartikan sebapai kegiatan operasi
yvang dimulai dari temp at sumber asal sampah ke tempat penampungan sementara.
Guna mennnjang keb crhasilan operasi, pengumpulan samp ah tersebut dikumpulkan
sedemikian rupa pada tempat-tempat tertentu sehingga mudah dan cepat bagi para
petugas untuk mengambilnya secara teratur dan higenis. Sedangkan pengangkuthin
sampah diartikan scbagai operasi yang dimulai dari tempat pcnampungan scmcntz';ra
ke tempat pembuangan akhir kemudian di tempat pembuanyan akhir ini di lakukan
proses pengolahan sampah yang baik agar tidak mencemar lingkungan.

Salah satu dari upaya perwujudan penataan kota yang sehat, bersih danindah
adalah pengelolaan sampah di lingkungan Kabup aten Kendal yang dalam praktekinya
belum dapat menjawab tuntﬁtan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor
seperti :

1. Lemahnya kerjasama antar pimpinan dengan bawahan;




2. Kaualitas kerja pimpinan dan bawzhan;
3. Rendahnya tingkat inisiatif karyawan dalam melaksanakan tugas.

Lemahnya kerjasama antara pimpinan dengan bawahannya menunjukkan
bahwa gaya kep emimpiﬁan yang dilakukan oleh kepala unit kerja di Kabupaten
Kendal masih bersifat otokrasi yaitu kepemimpinan sescorang dipandang secbagai
gaya yang mendasarkan pada kekuatan posisi dan penggunaan otoritas, Kenyataan ini
dapat dilihat pada penempatan jabatan yang terkesan tanpa memp erhatikan rambu-
rambu pemerintah yang ada dan tidak berfungsinya Badan Pertimbangan
Kepangkatan dan jabatan.

Penempatan pegawai pada setiap satuan kerja yang sering berpindah tempat
memunjukkan otoritas pimpinan yang tcrlaiu mutlak schingga kurang mendapat
simpati dari unit organisasi. Babkan banyak yang mengeluh mendapatkan staf yang
tidak sesuai dengan ysng diharapkan atau tidak memiliki kemampuan sesuai bidang
tugasnya.

Kemampuan pegawai antara lain bisa dilihat dari sudut pendidikannya. Para
pegawai pada Kantor Tata Kota Kebersihan dan Pertamanan (KTKF) mayoritas
adalah SLTA, seperti namp ak pada tabel berikut :

TABEL 1

DATA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KTKP
BERDIASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

NO | TINGKAT PENDIDIKAN | JUMLAH PERSENTASE (%)

1 5-2 1 Orang 4,76 %

2 3-1 2 Orang 9,52 %

3 D-3 2 Orang 9,52 %

4 SLTA 13 Orang 61,90 %

5 SLTP 1 Orang 4,76 % :

6 SD 2 Orang 9,52 % |
Jumlsah 21 Orang 100 % !

Sumber : Bagian Kepegawaian Kabupaten Kendal, Januari 2001.
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Untuk menunjang penyelesaian tugas, mungkin pegawai ini dapat diberikan
pendidikan dan latihan yang sesual dengan bidangnya pada setiap periode tertentn
secara bergilir ataupun mengikut sertakan pegawai pada kursus-kursus kctrampiian

vang diselenggarakan oleh unit-unit pemerintah vang bergerak dalam saniiési _
;

-

lingkungan.

Inisiatif pegawai yang masih rendah nampak dari fakta bahwa p ada umummnya
mereka bekerja dengan menunggn perintah. Selain itu sarana dan prassrana yang
masih minim juga berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan penanganan sampah di
lapangan. Scbagai gambaran dapat penulis sebutkan bahwa sarana dan prasarana
untuk kegiatan operasional yang dimiliki KTKP berupa satu buah mobil Panther, dua
buah mobil Kijang Pick Up, satu bush mobil Espass Pick Up, satu buah truck tangki
gir, tujuh bush drum truck, dan satu buah Buldozer serta 17 bugh container
penampungan sampah. Adapun luas wilayah Kabupaten Kendal yang kurang lebih
1,002,23 km® tersebar pada 17 Kecamatan yang jarak satu dengan yang lain Eukup
jauh. Kecterbatasan sarana ini menjadikan alasan pegawai malas untuk melaksanakan
tugas pengangkutan sampah dari satu tempat ke tempat lain karena jarak yang terlaln
jauh dan jumlah kotoran yang dihasilkan rata-rata 200 nt’ dalam sehari.

Program kerja instansi yang sctiap tahun sclalu diperbaiki mulai dari
penyusunan rencana kegiatan hingga pelaksanaan kebersihan belum juga mampu
menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Kendal. Setiap tahun anggaran baru
Pemerintah Kabupaten Kendal melalui Kantor Tatz Kota, Kebersihan dan
Pertamanan (KTKP) berussha meningkatkan jumlah usulan anggaran untuk
peningkatan pengelolaan sampah pada wilayah ysng belum mendapat jatah
pengelolaan kebersihan. Lewat berbagal pendekatan kepada pihak yang terkait,

KTKP menyampaikan berbagai alasan akan pentingnya pengelojaan sampah agar
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tidak menimbulkan masalah baru seperti datangnya wabah penyakit. Oleh karenanya
itu pada sctiap kepiatan yang melibatkan keberadaan KTKP selalu diinformasikan
pentingnya mengelola samp ah dengan baik.

Faktor komunikasi yang mungkin kurang lancar antara penanggung jawab
program kebersihan dengan para petugas di lapangan dalem sctiap kegiatan yang
menyangkut kebersihan khususnya penanganan sampah menyebabkan kurangnya
minat dan perhatian masyarakat serta unit organisasi terkait berpartisipasi pada
program penanganan sampah tersebut. Hal itu bisa dibuktikan dengan masih banyak
pctugasf.pcgawai yang tidak mengetahui secara keseluruhan tugas-tugas pengelolaan
sampah yang menjadi tanggung jawabnya seperti sering terjadi pengambilan sampah
pada satu tempat yang tidak tuntas, karema umumnya mereka (individu) hacya
memusatkan perhatian pada pekerjaan yang hanya menjadi bagian dari tugasmya
sedangkan secara kescluruhan tidak berfikir olehnya bahwa pekerjaan penanganan
sampah adalah tanggung jawab seluruh instansi KTKP. Akibatnya mas ih banyak di
antara petugas saling melempar tanggung jawab dalam pemeliharaan kebersihan dan
penanganan sampah baik secara administratif maupun di tapangan.

Tidak lancarnya komunikasi ini menunjukkan masih lemahinya sumber daya
manusia dalam penyampaian maupun penerimaan informasi kep ada pihak lain,
sehingga komunikasi tidak dapat berjalan dengan baik. SDM dalam hal ini aparat
Kantor Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kendal yang sangat
terbatas jumlahnya belum mampu menjab arkan kegiatan penanganan sampah
sebagaimana yang diharapkan dalam Peraturan Dacrah Kabupaten Kendal Nomer 20
Tahun 1991. Sekalipun sangat disadari keterbatasan dana yang disediakan untuk
operasional penanganan sampah, namun masih tanyak petugas yang kurang dapat

memanfaatkan apa yang ada semaksimal mungkin. Hanya pada wilayah-wilayah
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tertentu saja, misalnya : Kecamatan Weleri dan Kecamatan Kaliwungu yang menjadi
tumpuan perhatian utama mereka. Hal ini menunjukkan masih rendahnya motivasi
para pegawai dalam tugas penanganan sampah,

Partisipasi aparat dalam program penanganan sampsh dituntat untuk dapat
mensukseskan keinginan Pemerintah Dacrah Kabupaten Kendal mewujudkan Kendal
yang bersih. Keinginan ini merupakan niat mulia agar masyarakat terhindar dari
bahaya yang diakibatkan oleh ketidak beresan pengelolaan sampah seperti banjir dan
wabah penyakit. Untuk mewujudkannya KTKP tentu saja tidak dapat berjalan sendiri
tetapi memerlukan unit organisasi lain sebagai partncr' dalam pelaksanaan tugas
penanganan sampah seperti Dinas Kesehatan, pihak Kecamatan, Kelurahan dan
Dinas-dinas lain yang berpotensi sebagai penghasil sampah (DLLAJR, Kantor
Pengelolaan Pasar, RSU, BUMN, DPU),

Keadaan ini menuntut kemampuan aparat KTKP untuk berkoordinasi dengan
pihak-pihak yang terlibat dengan penanganan sampah sccara kontinyu. Selama ini
kemungkinan besar KTKP jarang mengadakan rapat/pertemuan dengan unit lain
untuk membicarakan penanganan sampah dengan cara yang paling efektif dan efisien
sehingga frekuensi penanganan sampah rendah. Ini menunjukkan koordinasi masih
relatif kurang baik, padehal koordinasi denpan unit lain sebapai modal untuk
mendapatkan wilayah yang bersih dari sampah-sampah yang dihasilkan oleh
penghasil sampah sangat dibutuhkan sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1)
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomer 20 Tahun 1991,

Dalam Program Kerja Kantor Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan
Kabupaten Kendal Tshun 2002 dinyatakan pahwa pelaksanaan pengelolaan
kebersihan yang masih dihadapkan pada hal-hal yang tidak efisien, terbatasnya

Sumber Daya Manusia bidang kebersihan dan pertamanan, Sumber Daya Manusia
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yang kurang profesional dan terbatasmya sarana mobilitas operasional pertamanan
dan pengangkutan sampah telah menimbulkan citra bwuk dan krisis
ketidakpercayaan masyarakat terhadap penanganan kebersihan.,

Dengan melihat rendahnya penanganan kebersihan di lingkungan Kabupaten
Kendal yang discbabkan olch banyak faktor yang telah disebutkan di atas, maka
penulis membatasi faktor-faktor tersebut dengan mengambil judul “Efcktifitas

Pelaksanaan Penanganan Sampah di Kabupaten Kendal“.

B. PERUMUSAN MASALAH
Masalah dalam penelitian ini akan penulis rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh komunikasi terhadap program penanganan sampah di
lingkungan Kabupaten Kendal ?

2. Bapaimana pengaruh kualitas ap aratur pelaksana terhadap program penanganan
sampah di lingkungan Kabupaten Kendal ?

3. Bagaimana pengaruh koordinasi terhadap program penanganan sampah di
lingkungan Kabupaten Kendal ?

4. Bagaimana pengaruh komunikasi, kualitas ap aratur pelaksana dan koordinasi

terhadap program penanganan sampah di lingkungan Kabupaten Kendal ?

C. TUJUAN PENELITIAN
Suatu penelitian evaluasi seperti halnya penelitian ini paling tidak memp unyai
dua macam tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus (Michael H. Walizer, 1987 :
59). Tujuan umum dari penelitian evaluasi adalah untuk mengkaji rangkaian
kejadian/peristiwa. Rangkaian kejadian tersebut berasal dari sebuah program, yang
dari program tersebut diharapkan menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan sasaran

yang telah ditentukan. Oleh karena itu untuk dapat dinilai berhasil suatu program
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haruslah mengarah kepada Kkegiatan-kegiatan yang dirancang sesuai dengan

sasarannya dan untuk menjaga kemungkinan peristiwa yang dapat terjadi, vaitu :

1. Implementasi program berbeda dari yang ada dalam rancangan program.

2. Meskipun suatu program dilaks anakan dengan benar sesuai dengan rancangan,
kemungkinan bisa saja program itu tidak mengarah pada kegiatan-kegiatan yang
seharusnya menjadi sasaranmnya.

3. Sckalipun kegiatan-kegiatan dilaks anakan sesuai dengan rancangan, mungkin saj
kegiatan-kegiatan tersebut mendatangkan hasil yang berlainan dan yang
diharapkan.

Sedanpkan tujuan khusus dalam penelitian evaluasi adalah untuk menentukan
tingkat éfcktiﬁtas suatu program dan menenfukan seberapa efisienkah suatu program
dibandingkan dengan program secrapa yang lain.

|

Tujuan-tujuan tersebut nampaknya sederhana tapi tidak mudah un.uk
dilaksanakan. Kesulitan yang timbul dari tujuan umum adalah tidak mudah /
menentukan untuk apa program itu, dan bagaimana akan menilai suatu program
efektif atau tidak. Sedangkan kesulitan tujuan khusus adalah program-program
tersebut seringkali memiliki beberapa tujuan dan tidak dirumuskan secara eksplisit.

Scbagai satu penclitian eveluasi, pencliion ini memiliki tujuan scbagai
berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis besarnya hubungan antara komunikasi dengan
program penanganan s:;mpah di lingkungan Kabupaten Kendal,

2. Untuk mengkaji dan menganalisis besamya hubungan antara kualitas aparatur
pelaksana dengan program penanganan sampah di lingkungan Kabupaten Kendal.

3. Untuk mengkaji dan menganalisis besarnya hubungan antara koordinasi dengan

program penanganan sampah di lingkungan Kabup aten Kendal.
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4. Untuk mengkaji dan menganalisis besamya hubungan antara komunikasi, kualitas
aparatur pelaksana dan koordinasi secara bersama-sama denmgan program

penanganan sampah di lingkungan Kabupaten Kendal.

D. MANFAAT PENELITTAN

Kegunaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kantor Tata Kota,
Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut

1. Bagi pemerintah Kabupaten Kendal, hal ini merupakan masukan guna

peningkatan kelancaran pelaksanaan penanganan sampah di Kabupaten Kendal ;

2. Bagi masyarakat, merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran kedisiplinan

akan arti kebersihan bagi lingkungannya.




BAB I

- TEINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI
1. Kebijakan Publik

Dalam berbagai literatur baik dari ilmu politik maupun ilmu administrasi
negara, para pakar memberikan definisi kebijakan publik secara berbeda satu
dengan yang lain. Hal ini logis karena para ahli biasanya dipengaruhi oleh
karakteristik masalzh yang ingin ditelashnya ataupun perbedaan pendekatan dan
metode penelitian yang dipengaruhi. Heinz Eanlau dan Kenncth Previtt (Jomes,
1991 : 47) mengemukakan bahwa kebijakan merup akan 'kcputusan tetap yang
dicirikan oleh konsistensi dan penpulangan tingkah laku dad mereka yang
membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Kemudian James
Anders on merumuskan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai
tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaksana atau
sekelompok pelaksana guna memecahkan suatu masalah tertentu (Islamy, 1992 -
17). Hal ini berarti kebijakan publik memiliki makna tentang suaty pilihan
tindakan yang diambil oleh pemerintah yang memuat tentang beberapa aturan
main yang melibatkan pemerintah maupun masyarakat serta dipakai untuk
menjawab tantangan-tantangan dan tuntutan-tuntutan yang ada dalam masyarakat
baik oleh individu, kelompok maupun organisasi. Pengertian tersebut
menunjukkan bahwa suaiu kebijakan merupakan sebuah aturan yang bersifat
normatif dan menuntut adanya ketaatan baik dari pembuat kebijakan (aparat

. pemerintah) maupun dani mereka yang menjadi objek kebijakan tersebut.

16
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Dalam kerangka demikian maka hakekat suatu kebijakan tidak hanya
bersifat ketemtuan yang harus dipatuhi oleh objek kebijakan, tetapi juga
diperlukan adanya konsistensi kepatuhan seluruh pihak yang terkait.

Selanjutnya Anderson (dalam Sunggono, 1994 : 144) mengemuknikan
alasan masyarakat mau mematubi kebijakan, antara lain disebabkan oleh : J‘ J
a. Respek anppota masyarakat terhadap otoritas dan kepatuhan badan-badan

pemerintah.

b. Ada kesadaran untuk menerima kebijakan.

¢. Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan karena kebijakan ini lebih
bermanfaat untuk icep entingan pribadi mereka.

d. Adanya sangsi-sangsi tertentu yang akan dikenakan apabila tidak
melaks anakan suatn kebijakan.

e. Adanya penyesuaian waktu khususnya bagi kebijakan-kebijakan kontroversial
yang lebih banyak mendapatkan penclakan warga masyarakat dalam
pengimplementasiannya.

Sedangkan kebijakan yang memiliki orientasi pada kepentingan publik
memiliki pengertian yang lebih terkait dengan produk pemerintgh. Menurut
Thomas R. Dye (1978 : 3) kebijakan puﬁlik diartikan scbagai “Whatever
goverments choose to do or not to do“ (Apapun yang dipilih oleh pemetintah
mntuk dilakukan atau tidak dilakukan). Selanjutnya Dye mengatakan bahwa bila
pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan
(objekiifnya) dan kebijakan pemerintah itu harus meliputi semua tindakan

pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan perryataan keinginan pemerintah

atau pejabat-pejabat pemerintah saja.
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Di samping itu sesuatu yang tidak.dilakukan oleh p emerintahpun termasuk
kebijakan negara. Hal ini discbabkan oleh sesuatu yang tidak dilakukan olch
pemerintah merupakan suatn pilihan dari kebijakan negara (Islamy, 1992 : 18).
Secara khusus Chief J.O. Udoji (dalam Abdul Wahab, 1991 : 15) meadefinisikan
kebijakan-kebijakan publik scbagai tindakan bersanksi yang mengarah padasuatu
tujuan tertentu yang dipusatkan pada suatu masalah atau kelompok mas alah
tertentu yang saling berkaitan dan mempunyai hubungan dengan sebagian besar
warga masyarakat. Mengacu pada apa yang disampaikan di atas, maka kebijakan
yang diambil olch pemerintah adalah kebijakan yang memuat tentang beberapa
aturan main yang melibatkan pemerintah maupun masyarakat dan untuk
menjawab tantangan-tantangan serta  tuntutan-tuntutan  yang ada dalam
masyarakat, baik oleh individu, kelompok maupun organis asi.

Berkaitan dengan ‘terminologi kebijakan publik tersebut di atas, yang
menjadi kajian pénelitian dalam tesis ini adalah kebijakan penanganan sampah di
Kabupaten Kendal. |

Sekalipun kebijakan publik telah dirancang sedemikian rupa untuk
mencapai tujuan-tujuan tertentn tetapi tidak selalu tujuan tersebut tercapai
discbabkan olch lemahnya daya antisipasi para pembuat keb ijakan maup un
pendesain program dan proyek, terganggunya implementasi (pelaksana) yang
menjadikan tidak tercapainya tujuan kebijakan, atau mungkin juga kari'!'na
pengaruh kondisi lingkungan yang terabaikan sebelummya (Wibawa, 1994). Ollch J
karena itu pemerintah selaku pembuat kebijakan sang atlah mengharapkan agar
tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Untuk itu pemerintah berkepentingan

untuk menjaga proses pelaksanaan kebijakan seb aik mungkin. Dalam kegiatan
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analisa suatu kebijakan publik, seorang analis paling tidak akan dihadapkan pada
tiga aspek, yaitu :

1). Analisis mengenai perumus an kebijakan.

2). Analisis mengenai pelaksanaan (implemcnfasi).

3). Analisis ﬁcngcnai penilaian (evaluasi) kebijakan.

Sebagai salah satu aktifitas fungsional, penilaian kebijakan tidak hamya
dilakukan dengan mengikuti aktivitas-aktivitas sebelumnya yaitu pengeszhan dan
pelaks anaan kebijakan, tetapi dapat terjadi pada seluruh aktivitas fungsional yang
lain dalam proses kebijakan schingga penilaian dapat mencakup isu kebijakan,
pelaksanaan kebijakan dan dampak kebijakan. Jadi penilaian kebijakan dilakukan
pada fase perumusan masalah, formulasi usulan kebijakan, inplementasi,
legimasi dan seterusnya (Islanmy, 1992 : 112). Menurut Charles 0. J ones {(dalam
Istamy, 1992 : 113) penilaian kebijakan diartikan sebagal “suatu aktifitas yang
dirancang untuk menilai hasil-hasil program pemerintah yang mempunyai
perbedaan-perbedaan yang sangat penting dalam spesifikasi objeknya, teknik-
teknik pengukurannya dan mefode analisanya®

Lebih lanjut Rossi, dkk menspesifikasikan pertanyaan masing-masing tipe
‘evaluasi scbagai berikut :

1). Pemantauan.
Apakah program atau kebijakan telah menc apai orang-orang, rumah tangga
atau unit-unit sasaran lainnya sep erti yang ditujukan oleh program ters cbut?
Apakah pro gfam atau kebijakan tersebut menyediakan sumber daya,
pelayanan dan manfaat atau kesemp atan yang dipengaruhi oleh program atau

kebijakan ?




2). Penilaian damp ak.
Apakah program atau kebijakan ters ebut efektif dalam mencapai tujuan yang
diinginkan ?
Dapatkah hasil-hasil dari program atau kebijakan tersebut dijelaskan ofeh
beberapa proscs di lingkungan kebijakan ?
Apakah program atau kebijakan memiliki dampak yang tidak diiginkan ?
3). Efisiensi Ekonomi atau Efektifitas Biaya. |
Berapa besar biaya yang dibutuhkan para partisipan keb fjakan ? |

Hal yang hampir sama dikemukakan oleh Michael Born (dalam Dwiyanto,
1994) yang membedakan evaluasi kebijakan menjadi tiga katego1i. Pertama,
evaluasi proses yang memusatkan perhatian pada pertanyaan bagaimana program
dilaksanakan. Kedua, evaluasi dampak yang menjawab pertanyaan mengenai apa
yang telah dicapai dari program. Ketiga, evaluasi strategi yang mencari jawaban
atas pertanyaan bagaimana program dapat dilaksanakan secara efcktif untuk
memecahkan persoalan-persoalan masyarakat dibanding dengan program lain
yang ditujukan pada magalah yang sama dengan topik kebijakan.

Menurut Singarimbun dan Soffian Efendi (1933 : ¢) yang menjadi
pertamyaan pokok dalam penclitian evaluasi sampal scb crapa jauh tujuan yang
dipariskan pada awal program terc apai atau mempunyai tanda-tanda akan
tercapai. Penelitian evaluasi mencoba menjawab pertanyaan-pertamyaan praktis
sebagai berikut : Apa yang merupakan mas alah pokok dari suatu masyarakat, apa
program yang dapat dilaksanakan untuk inengatasi masalah-masalah itu,

bagaimana program itu dapat dilaksanakan, apakah program dilaksanakan

sebapaimana direncanakan, dan ap akah tujuan tercapai.
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Selanjutnya Ripley (1985 : 143, 165, 174) menganjurkan beberapa

persoalan yang harus dijawab oleh suatu kegiatan evaluasi yaitu :

1)

2)

3

4

5)
6)

7

8)

9)

Kelompok dan kepentingan mana yang memiliki akses didalam pembuatan
kebijakan ?

Apakah proses pembuatan kebijakan cukup nnci, terbuka dan memenuhi
prosedur ?

Apakah program didesain secara Jogis ?

Apakah sumber daya yang menjadi input prdgram telah cukup memadai uniuk
mencapai tujuan ?

Apakah standar implementasi yang baik menurut kebijakan publik ?

Apakah program dilaksanakan sesuai standar efisiensi dan ekonomi ? Apakah
uang digunakan dengan jujur dan tepat ?

Apakah kelompok sasaran memperoleh pelayanan sesuai desain program ?
Apakah program memberikan dampak kepada kelompok lain ? Apa jenis
dampaknya ? |
Apa dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan terhadap

masyarakat ?

10)Kapan findakan program dilakukan dan dampaknya diterima olch

masyarakat ?

11) Apakah tindakan dan dampak tersebut sesuai dengan yang diharapkan ?

Sementara itu Kisley dan Kuma (dalam Wibawa dkk, 1994 1)

mengajukan tiga pertanyaan sebagai berikut :

1)
2)

3)

Siapa yang memperoleh akses terhadap input dan output proyek ?
Bagaimana mercka bereaksi terhadap proyek terscbut ?

Bagaimana proyek tersebut memp engaruhi perilaku mereka ?
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Dari berbagai persoalan tersebut, evaluasi kebijakan kiranya bermaksud
untuk mengetahui empat aspek yaitu :
1) Proses pembuatan kebijakan.
2) Proses implementasi.
3) Konseckuensi kebijakan.
4) Efektifitas dampak kebijakan.

Selanjutnya evaluasi terhadap aspek kedua disebut evaluasi implementasi,
sedaﬁgkan evaluasi terhadap aspek ketiga dan keemp at disebut evaluasi dampak
kebijakan. Lebih lanjut Meter dan Horns (dalam Wibawa dkk, 1994 : 15)

mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilaknkan o.eh
pemerintzh maupun swasta baik secars individu maupun kelompok vang !
dimaksudksn untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan didalam
kebijakan. Sedangkan Grindle (1980 : 20) berpendapat bahwa implementasi
kebijakan sesungguhnya bukanlah sckedar bersangkut paut dengan mekanisme
penjabaran keputus an-lLeputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat
saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu ia menyangkut konflik,
keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan Oleh sebab itu
dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan merup akan aspek yang penting
dari seluruh proses kebijakan. Meter dan Horn (dalam Wibawa dkk, 1994 : 21)
menekankan bahwa tahap implementasi tidak dimulai pada ssat tujuan dan
sasaran ditetapkan oleh keputusan kebijakan sebelumnya, tetapi terjadi setelah
proses legitimasi dilalui dan pengalokasian sumber daya dan dana telah
disepakati.

Studi implementasi kebijakan lebih menckankan pzda pengujian faktor-

faktor yang mempengaruhi keberhasilan atan ketidakberhasilan pencapaian
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sasaran kebijakan. Mazmanian dan Sabatier (1983 : 45) menjelaskan makna
implementasi dengan mengatakan bahwa apa yang terjadi sesudah atau sebelum
program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian
implementasi kebijakan, yaitu kegiatan-kegiatan yang teleh disahkan secara
ad ministratif ataupun yang menimbutkan dampak nyata pada masyarakat sccara
administratif ataupun yang menimbulkan dampak uyata pada masvyarakat.
Berdasarkan pandangan para shli dapatlah disimpulkan bahwa proses
implementasi kebijakan itw tidak hanya menyangkut perilakn badan-badan
administratif yang‘ bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan
menimbulkan ketaatan pada diri kelomp ok atau sasaran melainkan menyangkut
pula jaringan politkk, ckonomi dan sosial yang langsung atau tidak dapat
mempengaruhi perilaku semuza yang terlibat dan akhimya berpengaruh terhadap

dampak baik yang diharapkan atau tidak diharapkan. Disisi lain ada pemahaman

tentang implementasi dimulai sejalan berlangsungnya tahap penyusunan program

Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983 ; 50) diperlukan tiga langkah yaitu :

1). Identifikasi masalah yang harus diintervensi.

2). Menegaskan mjuan yang hendak dicapai.
3). Merancang struktur proses implementasi.
Kejelasan program sangat diperlukan karena hanya dengan itulah kriteria untuk
memeriksa dan mengevaluasi tindakan administratif yang dilakukan oleh
birokrasi puna menstranformasikan kebijakan menjadi kegiatan nyata (Grindle,
1980 : 70).

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi terhaélap

|

kebijakan publik mencakup tiga aspek yaitu : /
J/
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1). Perumusan kcbijakan dimana analis berusaha mencapai jawaban bagaimana
kebijakan itu dirumuskan, siapa yang paling berperan dan untuk siap:f.
kebijakan itu dibuat.

2). Implementasi kebijakan, dimana analis berus aha untuk mencapai jawaban

_ bagaimana kebijakan dilaksanakan, apa faktor-faktor yang memp engaruhi
kebijakan itu.

3). Dampak yaitu vsaha untuk mengetahui apa dampak yang ditimbulkan oleh
suatu tindak kebijakan, baik dampak ysng diharapkan maupun yang tidak
diharapkan.

Dalam penelitian ini efektifitas kebijakan penanganan sampah di
Kabup aten Kendal akan memfokuskan pada asp ¢k ketiga yaito cvaluasi dampak
dari suatu kebijakan dengan tidak mengabaikan aspek imp lementasinya. Hal ini
sesuai dengan penegasan Dwiyanto (1994 : 25) scbagai berikut :

« studi evaluasi bisa mencakup proses (implementasi / pelaksanaan)
ataupun dampak. Setiap kebijakan pemerintah selalu menghasilkan
dampak vang diharapkan dan tidak diharspkan, bak yang
menguntungkan atau yang merugikan. Semua jenis dampak itu menjadi
aspek dari evaluasi lebih dari it studi evaluasi juga dilakukan untuk
mengkaji komponen-komponen dan instrumen-instrumen kebijakan
yang memiliki kontribusi terhadap munculnya berbagai damp ak
kebijakan ita “.

2. Efektifitas Program
a. Dimensi Efektifitas Program
Menurut A. Emerson dalam Handayaningrat (1984 : 16) efektifitas
diartikan sebagai pcngﬁkuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang
telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya Steers (1980 : 60) mengartikan

efektifitas sampai sejauh mana organis asi melakukan seluruh tugas pokokiya

atay mencapai semua sasarannya. Sieers berpendapat bahwa keb erhasilan




organisasi dinilai dari konsep efektifitas. Efekiifitas pekerjaan pemerintah
dikatakan berhasil apabila suatu tujuan atau sasaran yang telah dicapai sesuai
dengan rencana atau efektif tetapi belum tentu efisien.

Jadi titik berat efektifitas program berada pada keberhasilan tujuan
yang telah dit;:ntukan sebelumnya, sedangkan Steers lebih dalam menjelaskan
makna dari efektifitas program yaitu bila seluruh pelaksanaan tugas pokok
organisasi mencapai tujuan dengan prosedur yang telah ditentukan dengan
hasil yang dapat dilihat sesnai dengan rencana sebelumnya.

Dari pendapat diatas dapat penulis simpulkan bahwa efektiﬁt:rs
program penanganan sampah adalah pelaksanaan program penaugau‘;m
sampah yang telah direncanakan kemudian dilaksanakan sesuai dengan
peraturan yang berlaku dan hasiloya menunjukkan tujuan yang teiah
ditentukan sebelumnya.

. Pengukuran Efektifitas Program

Menpukur eiektifitas program kebijakan oleh para ahli ada yang
dilakukan dari tujuan, prosedur maupun hasil yang terpenuhi denganbaik atau
tidak. Kemudian sebagian lagi dar derajat efektifitas produksi atau dengan
ukuran waktu yang diperlukan untuk menghasilkan beberapa kemungkinan.
Semakin pendek waktu yang dilalui untuk menghasilkan kemajuan, semakin
tinggi tingkat keberhasilannya. Ini tergantung sejauhmana sumberdaya dan
personil yang disediakan olech sistem kebijakan yang memiliki jumlah dan
kualitas yang memadai. Sedangkan efektifitas program ditentukan oleh sifat
dan isi dari kebijakan itu sendiri. Artinyd bahwa beberapa kebijekan itu
mudah diimplementasikan, bahkan ada yang terimplementasi dengan

sendirimya tanpa melalni serangkaian kegiatan pelaksanaan, akan tetapi
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banyak keputusan kebijakan yang memerlukan proses implementasi yang
rumit dan sulit ferlaksana.
Untuk mengetahui keberhasilan suatu implementasi ada tiga cara yang
periu dikctahm; :
1). Dari tingkat kepatuhan (compliance) pada bagian birokrasi terhadap
birokrasi superior.
2). Lancarnya rutinitas fungsi dan tidek adanya masalah yang dihadapi.
3). Implementasinya mengacu dan mengarah pada apa yang dikehendaki dan
semua program yang ada.
Menurut Meter dan Horn (dalam Wibawa, 1994 : 19) suatu kebijakan

tentunya memiliki standar dan tujuan tertentu yang harus dicapai eleh para

pelaksana kebijakan. Kejelasan standar dan tujuan tidak menjamin’

implementasinya akan efektif apabila tidak dibarengi dengan adanya
komunikasi antar organisasi dan aktifitas pemyuluhan. Semua pelaksana harus
memshami apa yang diidealkan oleh kebijakan yang imp lementasinya
menjadi tanggungjawab mereka.

Meter dan Horn (dalam Wibawa, 1994 : 22) juga mengatakan bahwa
organisasi pelaksana memiliki cnam variabel yang semuanya harus dicermati
olch seorang evaluator, yaitu :

a). Kompetensi dari jumlah staf.

b). Rentang dan derajat pengendalian.

¢). Dukungan politik yang dimiliki.

d). Kekuatan organisasi.

c).. Derajat keterbukaan dan kebebasan komunikasi.

f). Keterkaitan dengan pembuat kebijakan.
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Dari pendapat Meter dan Horn di atas, dapat penulis jelaskan bahwa
untuk mencapai efektifitas program diperlukan kejelasan standar dan tujuan
serta kemampuan mengkomunikasikan program kepada pelaksana program
tersebut. |

Dikaitkan dengan program penanganan sampah ini, ukuran akan
efcktifitas program penanganan sampah dapat dilihat dari pencapaian tujuan
dari program tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda)
No. 20 Tahun 1991. Aparat yang memiliki kemampuan memahami pro gram
penanganan sampah dan tujuannya  dengan jelas, dan dapat
mengkomunikasikan program tersebuf dengan baik sesuai peraturan yang
telah ditetapkan dalam KTKP skan dapat meningkatkan efcktifitas dan
efisiensi.

Scbaliknya bila ditemui aparat KTKP tidak/kurang mampu memahami
maksud dar program penanganan sampah dan tujuannya, maka akan sulit
melaks anakan prégram tersebut sesuai dengan rencana dan semakin sulit
merealisasikan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Kemudian Sabatier dan Mazmanian (1983 : 52) dalam hal i
menyatakan tiga variabel yang berfungsi pada efektif idaknya svatu program
vaitu | |
a). Variabel karakteristik masalab, yang meliputi :

(1). Ketersediaan teknologi dan teori teknis.
(2). Keragaman perilaku kelompok sasaran.
(3). Sifat populasi

(4). Derajai perubahan perilaku yang diharapkan.
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b). Variabel struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai

macam peraturan yang mengoperasikan kebijakan yang meliputi

(0.
(2).
3.
).
(5).

Kejelasan atau konsistensi tujuan atau sasaran.
Teori kausal yang memad ai.

Integrasi organisasi pelaksana.

Rekruitmen dan pejabat pelaksana.

Akses formal pelaksana ke organisasi lain.

¢). Variabel di luar program, yang meliputi :

().
@
3.
().
(3)-

Kondisi sosial ekonomi dan teknologi.
Perhatian pers terhadap masalah kebijakan.
Dukungan politik.

Sikap dan sumberdaya sasaran. ,

Komitmen dan kemampuan pejabat peiaks ana. f

Penelitian tersebut berdasarkan pada anggapan bahwa suatu program

akan efektif apabila aparat pelaksana mematuhi apa yang telah digariskan

oleh peraturan. Dengan asumsi tersebut maka tujuan dan sagaran program

harus jelas dan konsisten, karena ini merupakan standar evaluasi dan sasaran

yang legal bagi birokrasi pelaksana untuk mengerahkan sumber dayamya.

Selanjutnya menurit Anderson (dalam Islamy, 1992 : 79) dampak

kebijakan publik yang diwujundkan dalam program memiliki beberapa dimensi

yaitu

a). Dampak kebijakan yang diharapkan atau tidak diharapkan baik pada

problema maupun pada masyarakatnya.
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b). Limbah kebijakan terhadap situasi atau orang-orang (kelompok) yang
bukan menjadi sasaran atan tujuan utama dari kebijakan tersebut, biasanya
disebut externalitiss.

¢). Dampak kebijakan dapat terjadi atau berpengaruh pada kondisi sckarang
atau kondisi yang akan datang.

d). Dampak kebijakan terhadap biaya langsung atau direct cost dari kebijakan
pemerintah dan damp ak kebijakan terhadap biaya tidak langsung (nderect
cost) sebagaimana yang dialami oleh organisasi-organisasi masyarakat.

Di sini Anderson menjelaskan bahwa penckanan hasil suatu program
baik yang diharapkan maupun tidak diharapkan dari pencap aian tujuan yang
berakibat pada pembiayaan yang berpengaruh pada kondisi sekarang maupun
kondisi yang akan datang.

Berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh
suatu oreanisasi yang dituangkan dalam sebuah program kegiatan, maka salah
satu faktor yang sangat menentukan adalah berjalannya program yang
ditetapkan sesuai dengan prosedur yang ditentukan untuk mencapai tujuan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penelitian ini mendasarkan
pada teori A. Emerson dalam mengukur sejauh mana pelaksanaan program
penanganan sampah di Kabupaten Kendal dengan menggunakan 3 (tiga)
kriteria antara lain tingkat kejelasan program, tujuan yang ditetapkan Jlan

t

tingkat keberhasilan program. /
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3. Komumikasi Program

a. Dimensi Komunikasi

Komunikasi merupakan satah satu faktor yang sangat mempengaruhi
efektifitas pelaksanaan suatu program kebijakan, baik dari perencanaan,
pelaksanaan maupun pengawasannya. Dengan komunikasi pemerintah dapat
menyampaikan informasi, aspirasi serta program-program yang akan
dilakukan agar dapat diterima oleh masyarakat. Pengertian komunikasi secara
demikian dikemukakan oleh M.C. Farland (1981 : 94) scbagai berkut
“Komunikasi adalah proses interaksi atau hubungan saling pengertian satn
sama lain antar manusia®. Dari penyataan ini dapat dilihat proses interaksi
atau hubungan satu sama lain dapat dim;ngcrﬁ dengan maksud agar dapat
diterima sasarannya. Jadi komunikasi mempunyai tujuan untuk
mempengaruli orang lain agar tujuan dan sasaran dari pemerintzh dapat
dimenperti dan diterima olch orang lain secara benar sehingga tidak
menimbuikan salah pengertian dan salah penafsiran.

Dalam sejarah administrasi dan manajemen, pada awal mulanya ilmu
ini sedikit sckali memberikan perhatian pada komunikasi Walaupun
komunikasi secara impliSit termasuk fungsi manajemen pemberian perintah
dan prinsip struktur hirarki, pada awal mulanya para ahli administrasi dan
manajemen tidak pernah berusaha mengembangkanmya sccara penuh atau
menpintegrasikan ke dalam teori manajemen. Orang yang pertama kali
menganalisa komunikasi agak detail dengan melengkapi cara memecahkan
persoalan komunikasi yang bermakna adalah Henri Fayol. Konsepsi
“jembatan Fayol” terkenal untuk mengatasi hambatan komunikasi formal

dalam suatu organisasi (Thoha, 1992 : 50).
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Usaha berikutnya yang dilakukan oleh Chester Barnard di akhir tahun
1930 amat bermanfaat umtuk mengembangkan komunikasi scbapai suatu
dinamika yang penting dalam ilmu perilaku organisasi, Dia percaya bahwa
komunikasi merupakan kekuatan utama dalam membentuk organisasi. Ada
tiga unsur pokok organisasi, salah satunya ialah komunikasi, yang lain ial‘llh
tujuan organisasi dan kemauan. Baginya komunikasi membuat dinamis su:'itu y
sistem kerja sama dalam organisasi dan menghubungkan tujuan organisasi
pada partisipasi orang-orang yang ada didalamnya. Barnard juga menjalinkan
konsep komunikasi dengan konsep otoritasnya. Dia menekankan bahwa
pengertian dan pemahaman harus terjadi sebelum otoritas itw dapat
dikomunikasi oleh atasan kepada bawahan. Dia mendaflar tujuh fakior
komunikasi yang berperan dalam menciptakan dan memelihara otoritas yang
obyektif dalam organisasi. Tujuh faktor itu sccara singkat dapat dikutip
sebagai berikut (Thoha, 1992 : 60) :
1). Saluran komunikasi itu harus diketahui secara p asti.
2). Seyogyanya harus ada saluran komunikasi formal pada setiap anggota
organisasi.
3). Jalur komunikasi itu scharusnya langsung dan sependek mungkin.
4). Garis komunikasi formal selurahnya hendaknya dipergunakan secara
formal.
5). Orang-orang yang bekerja scbagai pusat pengatur komunikasi haruslah
orang-orang yang cakap.
6). Garis komunikasi seharusnya tidak mendapat gangguan sementara
organisasi sedang berfungsi.

7). Setiap komunikasi haruslah dis ahkan.
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Istilsh komunikasi senditi secara bebas dipergunakan oleh setiap
orang dalam masyarakat ini, termasuk di dalamnya ahli-ahli perilaku
organisasi. Menurut Webster (Thoha, 1992 : 70), istilah komunikasi berasal
dari istilah latin communicare, dan communicatus yang artinya suatu alat
untuk berkomunikasi terutama suatu system penyampaian dan penerimaan
berita, seperti misalnya telepon, telegraf, dan lain sebagainya. Selain itu
komunikasi ialah suatu proses penyampaian, atau pemberitahuan dan
penerimaan suatu keterangan, tanda atau kabar lewat pembic araan, gerakan,
tulisan dan lain-lainnya. Menurut Cartier dan Harwoo d komunikasi itu adalah
proses pengulangan ingatan-ingatan (Thoha, 1992 : €3).

Dari rumusan-rumusan komunikasi fersebut, hampir semuanya
menckankan adanya p enggunaan simb ol-simb of untuk menstranfer p engertian
dari sustu informasi. Selanjutnya menurut perilaku organisasi komunikasi
adalah suatu proses antar orang atau antar pribadi yang melibatkan suatu
usaha untuk mengubah perilaku. Perilaku yang terjadi dalam suatu organis asi

adalah merup akan pokok dalam proses komunikasi.

b. Pengukuran Komunikasi
Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa guna mengetahui komunikasi
dalam fokus penelitian ini, maka pengukuran seberapa jauh ko munikasi
terscbut diperlukan dalam secbuah pregram, diperlukan kejelasan informasi
dan pedoman komunikasi yang baik.
Telah banyak diketahui bahwa komunikasi itu sangat dipengaruhi o}!u'h
beberapa faktor. Ada tiga faktor yang mempengaruhi informasi, yaitu

kelebihan informasi, pengertian dan feedback. Kelebihan informasi
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merupakan suatu keadaan bahwa besarnya jumlah informasi yang diterima

akan banyak mempengaruhi jalannya informasi, Menurut Miller (Thoha,

1992 : 75), ada tujuh reaksi terhadap kelebihan muatan informasi, yakni

1). Orang-orang akan gagal dalam memperhitungkan informasi. Pola ini
terjadi ketika sescorang sampai terlalu _sibuk dengan banyak kegiatan-
kegiatan, schingga hasilnya ia lupa atau tidak mampu menangkap suatu
informasi yang datang kepadanya. Akibatnya ada pekerjaan yang tidak
dapat diselesaikan sebaik mungkin.

Dikaitkan dengan penclitian ini, maka kelebihan informasi atau
tidaknya para pegawai KTKP dapat dilihat dari sering tidaknya para
pepawal KTKP menumpuk pekerjaan atau tidak. Jika sering menunda
pekerjaan atau pekerjaan para pepawai KTKP tidak tersclesaikan
menunjukkan b ghwa komunikasi yang terjadi tidak efektif.

2). Pola reaksi kedua ijalah banyak membuat kesalahan. Oleh karena
terfampau banyak informasi yang diterima, maka scscorang acapkali
membuat kesalahan di dalam menyelesaikan pekerjaan. Instruksi yang
datang silih beérganti kepada bawahan, bukannya akan membuat bawahan
lcbih cakap dan ahli menyclesaikan tugas pekerjaan, melainkan akan
membuat bingung dan banyak Kesalahan.

Dikaitkan dengan penelitian, efektif tidaknya komunikasi yang

terjadi dalam organisasi KTKP dapat dilihat dari sering tidaknya para .

anggota organisasi KTKP berbuat kesalahan di dalam menyelesaikan
tugas pekerjaannya.
3). Reaksi ketiga ialah menunda atau menumpuk pekerjaan. Ini meropakan

reaksi yang umum dan banyak orang melakukannya. Dengan demikian
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banyak informasi yang datang, membuat semua lap oran kerja tidak bisa
berjalan ¢fektif dan lancar.

Reaksi keempat adalah penyaringan. Dalam hal ini informasi yang datang
disaring, dihilangkan, ditajamkan, dan atan diabaikan. Karena beban
informasi yang datang terlalu besar, orang cenderung melakukan hal-hal

terscbut. Dalam hal ini seseorang menentukan prioritas di antara hal-hal

- yang cenderung mempunyai kesamaan. Penentuan prioritas setelah

5).

6).

datangnya informasi me_rupakan proses penyaringan, hasilnya bisa
mengabaikan informasi, menghilangkan atau justru membuat lebih taja:‘ln.
Reakei kelima ialah seseorang cenderung menangkap informasi pada géﬁs
besamya saja. Keterangan yang terperinci tidak menarik perhatiannya.

Reaksi keenam adalsh menugaskan atau melemparkan fugas kepada ormg
lain untuk menghadapi kelebihan informasi ini. Pola fcaksi ini biasanya
dipergunakan olch pimpinan yang sibuk dan mempunyai banyak
pembantu atau .pimpinan yanp malas tidak mau menang ani pers oalan
sendiri selalu menugaskan pada stafnya, atau juga dapat dipergunakan
oleh pimpinan yang baik hati mau mendidik bawahannya dengan delegasi

wewenang pada bawahaniya.

7). Reaksi ketujuh ialah kesengajaan untuk menghindari informasi yang

datang. Pola reaksi informasi yang datang kepadanya berupa tugas -tugas
yang harus segera diseles aikan, tetapi masih juga datang tugas-tugas atau
informasi lainnya.

sifat informasi vang datang juga sangat dipengaruhi oleh pengertian

dan pemahaman penerima informasi. Dengan demikian informasi yang

disamp aikan oleh seseorang sebagai sumber informasi kepada orang lain
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sebagai penerima informasi, pengertiannya tidak semata-mata ditentukan oleh
sumber informasi saja. Pemgertian dari kedua pihak sangat menentukan
terjadinya hakekat informasi tersebut.

Kemudian untuk menghasilkan informasi yang maksimal diperlukan
pedoman komunikasi yang baik. American Manaegement Assaciations (AMA)
telah menyusun scjumlah prinsip komunikasi yang discbut “the Ten
Commandments of Good Communication™ (Sepulub ped oman komunikasi
yang baik). Prinsip komunikasi tersebut antara lain (E[azﬁ Handoko, 1994 :
290) :

1). Cari  kejelasan  gagasan-gagasan  terlebih  dahulu  sebelum
diko munikasikan.

2). Teliti tujuan sebenamya setiap komunikasi.

3). Pertimbangkan keadaan pisik dan manusia kescluruhan kapan saja
"komunikasi akan dilakukan.

4). Konsultasi dengan pihak-pihak lain, bila perly, dalam perencanaa:

1

komunikasi.

5). Perhatikan tekanan nada dan ekspresi lainnya sesuai isi dasar berita
selama berkomunikasi.

6). Ambil kesempatan, bila timbul, untuk mendap stkan segala sesuatu yang
membantu atau umpan balik.

7). Tkuti lebib lanjut komunikasi yang telah dilakukan.

8). Perhatikan konsi;*tcnsi ko munikasi.

9). Tindakan atan perbuatan harus mendorong komunikasi.

10). Jadilsh pendengar yang baik, berkomunikasi fidak hanya untuk

dimengerti tetapi untuk mengerti.
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Dari berbagai teori tentang komunikasi di atas, maka penulis mencoba
untuk mengkaj komunikasi yang dianggap sesual dengan kondisi di
lingkungan KTKP Kabupaten ¥Kendal denpan menggunakan teori M.C.
Farland (a981 : 94), bahwa elemen yang menentukan komunikasi berhasil
atau tidak adalah proses interaksi saling pengertian satu sama lain antar

manusia dalam memahami informasi.

4. Kualitas Aparatur
a. Dimensi Kualitas Aparatur

Menurut Ismadi (1997), kuslitas mcmpakan pengertian abstrak yang
berkaitan dengan atribut-atribut tertentu dan standar-standar tertentu, Kualitas
dalam hal ini adalah kualitas yang baik, sedangkan kualitas yang kurang baik
bila atribut-atribut dan standar-standar yang tidak dapat dipenuhi secara
lengkap. Dengan demikian berbagai kualitas berbeda-beda puia atributnya
tergantung dari fungsi tujuan yang ingin dicap ai. Misalnya fungsi ketshanan,
keschatan, kecerdasan, kepemimpinan, dan sebagaimya. Tiap-tiap fungsi
tersebut memerlukan atribut-atribut yang sesuai dan mendukung schingga
tercapal tujuan yang dimaksud masing-masing fungsi tersebut, Berkaitan
dengan penelitian ini maka yang dimaksud dengan kualitas aparatur pelaksana
adalah kualitas di KTKP Kabupaten Kendal.

Penyelenggara KTKP sebagai sumber daya manusia atau Auman
resources mengandung dua pengertian. Pertama, sumber daya manusia
mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam
proses produksi, Dalam hal ini sumberdaya manusia menc erminkan kualifas

usaha yang diberikan oleh sescorang dalam waktu tertentu untuk
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menghasilkan barang dan jasa. Pengertian kedoa dari sumber daya manusia
menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa uslaha
kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yan];
mempunyai nilai ekonomi yaitu bahwa kegiatan tersebut menghas i}k%if;l
barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Seccara fisik
kemampuan kerja dapat divkur dengan usia dengan kata lain, orang dalam
usia kerja dianggap mampu bekerja. Kelompok penduduk dalam usia kerja
tersebut dinamakan tenaga kerja. Secara singkat tenaga kerja didefinisikan
sebagai penduduk dalam usia kerja (Simanjuntak, 1985: I).

Kedua kegiatan tersebut mengandung aspek kualitas dalam arti jumiah
penduduk yang mampu bekerja, dan aspek kualitas dalam arti jasa kerja yang
tersedia diberikan untik produksi. Pengertian tersebut juga menegaskan
bahwa sumber daya manusia sebagai faktor produksi. Sebagaimana halmya
dengan sumber daya-sumber daya material .dan finansial, sumberdaya
manusia juga mempunyai keterbatasan. Oleh sebab itu diperlukan adunya
pengembangan sumberdaya manusia, sehingga sumberdaya manusia dapat
dimanfaatkan untuk menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi
kebutuhan masyarakat, Pengembangan sumberdaya manusia ini dipengaruhi
oleh dua kelompok faktor yaitu faktor yang mempengarubi jumlah dan
kualitas sumberd aya manusia tersebut, dan faktor kondisi yang mempengarubi
pengembangan perckonomian yang kemudian mempengarzhi pengembangan
sumber daya manusia tersebut (Juni Prihatin, 1997).

Menurut Notoatmodijo (1992:4), kualitas sumber daya manusia
(aparatur) dapat dilihat dari dua faktor, yaitu kuantitas dan kualitas. Kuanfitas

menyangkut jumlah sumber daya manusia. Sedangkan kualitas menyangkut
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mufu sumber daya manusia, yang menyangkut kemampuan, baik kemampuan
fisik maupun kemampuan nonfisik (kecerdasan dan mental). Untuk
mepercepat pembangunan dibidang apapun, maka pemingkaten kualitas
sumber daya manusia merupakan prasyarat utama. Kualitas sumber daya ini
menyangkut dua aspek juga, yaitu aspek fisik (kualitas fisik) dan aspck non
fisik (kualitas nonfisik) yang menyangkut kemamp uan bekerja, berpikir dan
ketrampilan-ketrampilan lain. Oleh sebab itu, upaya peningkatan kualitas
sumberdaya manusia ini juga diupayakan melalui program kesehatan gizi.
Sedangkan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan-kemampuan
nonfisik tersebut maka upaya pendidikan dan pelatihan adalah yang palihg
diperlukan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut dapat ditegaskan bahwa yang
dimaksud ‘dengan kualitas aparatur adalsh kualitas nonfisik para
penyelenggara KTKP di Daerah Kabupaten Kendal, yang menyangkut

kemampuan bekerja, berpikir dan ketrampilan.

. Pengukuran Kualitas Aparatur

| Suatu Keb ijakah yang telah dirumuskan dengan baik, jelas dan
konsisten, ketika diimplementasikan belum tentu akan memberikan hasilymig
baik. Salah satu penycbabnya adalah kurangnya dukungan sumber da'.;!=a
manusia yang memadai. Aspek kualitas personil merupakan unsur penting
dalam suatu kebijokan. Hal ini dinyatakan pula oleh George C. Edwards III
(dalam Abdul Wahab, 1997 : 76) bahwa personil merupakan sumber daya

yang paling asensial dalam implementasi kebijakan, karena kegagalan dalam

implementasi kebijal:an hanya disebabkan oleh personil yang kurang handal.




39

Sejalan dengan pendapat Edwards III tersebut dan adanya tihgkat kesulitan
dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah terutama dalam tahap
awal pemberian informasi agar masalah lebih jelas. Kondisi ini tentunya
sangat menuntut tersedianya kualitas aparatur pelaksana program penanganan
sampah yang memadai. Dalam pengamatan awal dilapangan termyata dalam
implementasi program penanganan sampah Kondisi aparat pelaksana yang
kurang mendukung adalah kualitas aparat pelaksana tingkat bawah terutama
dilihat dari aspek pendidikan dan kesejahteraannya. Pendidikan yang sestiai
dengan kebutuhan program gkan dapat meningkatkan kemampuan das ary:lng
memadai dari berbagai prosedur administratif, teknis, tujuan, manfaat dan
dampak dari program yang pada akhirnya meningkatkan kecakapan dalam
pelaks anaan tugas sebagai aparat pelaksana program. Sedangkan insentif yang
memadai akan dapat melahirkan ketekupan dan motivasi pengelolaan
program penanganan sampsh. J adi diperlukan perpaduan antara faktor
kemampuan dan kcmauah (motivasi kerja). Jika kedua unsur ini telah
terpenuhi maka kualitas aparat pelaksana akan dapat terwujud sesuai dengan
harapan yang pada akhimya akan mewujudkan tujuan kebijakan penmlganﬁl
sampah itu sendid.

Selanjutnya Notoatmodjo (1992 4), mengemukakan bahwa
pendidikan dan latihan dapat dipandang sebagai salah satu bentuk intervensi,
oleh karena itu setiap ofganisasi atau instansi yang berkembang harus
mempunyai perhatian yang lebih besar pada pendidikan dan latihan.
Pentingnya pendidikan dan latihan bagi organisasi antara lain :

1) Sumberdaya manusia atau karyawan yang menduduki suatu jabatan

tertentu dalam organisasi belum tentu mempunyai kemampuan yang
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sesuai dengan persyaratan yang diperlukan dalam jabatan bukan karena

kemampuan, melainkan karena tersedianya formasi. Oleh sebab itu

karyawan atau staf baru ini perlu penamb ahan kemampuan yang mercka

2)

3)

perlukan.

Dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan tcknologi, jelas ak;lan
mempengaruhi suatu organisasi ataw instansi. Oleh scbab itu jabat;in-
jabatan yang dulu belum diperlukan sckarang diperlukan. Kemampuan
orang yang akan menempati jabatan tersebut kadang-kadang tidsk ada.
Dengan demikian perlu " diadakan penambahan  atau peningkatan
kemampuan vang dip erlukan oleh jabatan tersebut.

Promosi dalam suatu organisasi atau instansi adalah suatu keharusan
apabila organisasi itu mau berkembang. Pentingmya promo si bagi
sescorang adalah sebapai salah satu rewerd (ganjaran) dan insentif
(perangsang). Adanya ganjaran dan perangsang yang berupa promosi
dapat meningkatkan produktivitas kerja bagi scorang karyawan yang akan
dipromosikan untuk menduduki jabatan tertentu itu masih belum cukup,
untuk itulah diperlukan pendidikan atau pelatihan tambahan.

Monurut teori Human Capital, pendidikan dan latihan merupakan

salah sat faktor yang penting dalam proses peningkatan Kualitas atan

kemampuan manusia (karyawan) dalam rangka menc apii tujuan. Pendidikan

dan latihan tidak saja menambah pengetahuan akan tetapi juga meningkatkan

ketrampilan bekerja dengan demikian meningkatkan produktivitas kerja.

Asumsi teori Human Capital adalah bahwa seseorang dapat neningkatkan

penghasilannya melalui tingkat pendidikan. Setiap tambahan satu tahun

sekolah berarti disatu pihak peningkatan kemampuan Kerja dan tingkat
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penghasilan selama satu tahun dalam mengikuti sekolah tersebut. Di samping
penundaan menerima penghasilan tersebut orang yang melanjutkan sekolah
harus membayar biaya sceara langsung seperti uang sckolah dan lain
sebagainya (Simanjuntak, 1982).

Pendidikan memberikan pengetahuan bukan saja yang langsung
dengan pclaksanﬁan tugas, akan tetapi juga landasan untuk mengemb angkan
diri serta kemampuan memanfaatkan semua sarana dsn prasarana yang ada
disekitarnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Semakin tinggi tingkat
pendidikan semakin tinggi produktivitas. Selanjutnya juga dijelaskan bahwa
latihan kerja melengkapi karyawan dengan ketrampilan dan cara-cara yang
tcﬁat untuk menggunakan peralatan kerja. Pada dasarnya latihan melengkapi
pendidikan, Pendidikan biasanya bersifat umum, sedangkan latihan kerja
bersifat khusus dan tcl‘;.nis operasional (Simanjuntak, 1985 : 30 - 32). rl

Selanjutnya Hadari Nawawi (1998 : 208 - 217) mengemukakan bahwa
pelatihan  adalah  program-program untuk mcmperbaii{i kemampuan
melaks anakan pekerjaan secara individual, kelompok dan atan berdasarkan
jenjang jebatan dalam organisasi. Pengertian lain nlengatakan bahwa
pelatinan adalah proses melengkapi para pekerja dengan ketrampilan khusus
atau kegiatan membontu para pekerja dalam memperbaiki pelaksanaan
pekerjaan yang tidak efisien. Selanjutnya juga dijclaskan bahwa kegiatan
pengembangan pegawai scbagai usaha membantu pegawai agar menguasai
berbagal kemampuan yang dibutuhkan organisasi untuk melaksanakan
pekerjaan secara efektif dan efisien dimasa mendatang. Kegiatan
pengembangan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yang salah satu

diantaranya dapat berbentuk kegiatan pelatihan.
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Suatu pendidikan pada dasarnya adalah suatu proses pengemb angan
sumber daya manusia. Pengemb angan atau pendidikan lebih bersifat ﬁlosolﬁs
dan teoritis dibanding dengan kegiatan training (latihan). Lagi pula kegiatan
pengemb angan/pendidikan  lebih  diarahkan untuk golongan manajer
sedangkan program latihan ditujukan untuk golongan non manajer (Srikula
dalam Susilo, 1990 ; 56). Akan tetapi dib ahk itu tersurat apapun tujuannya
yang jelas pendidikan bertujuan untuk meningkatkaﬁ kualitas manusia.
Disamping itu sumber daya manusia mensniukan karakter dan langkah
pembangunan ckonomi dan sosial bukan modal dan bukan pula sumber-
sumber materialnya. Keadaan ini adalah sama dengan konsep belajar yang
dikemukakan kamus Inggris yang berarti memperoleh pengetahuan atau
ketrampilan dibidang tertentu. Selanjutmya Peter Senge mengemukakan
bahwa melalui belajar kita menemukan kembali diri kita. Melalui belajar kita
menjadi mampu melakukan sesuatu yang sehelumnya tidak dapat dilakukan.
Melalui belajar kita menamb ah kemampuan menc ipta kita dan menjadi bagian
dari proses menghasilkan dalam kehidupan (dalam Megginson, 1953 69).

Proses belajar sescorang berhubungan dengan bagaimana belajar
dilakukan dan bukan hasilnya. Proses mendasar yang mengarah pada proses
belajar seseorang adalabh pengalaman. Semakin intensif dan ekstensif,
semakin mungkin terjadi proses belajar. Dengan demikian belajar akan
dipengaruhi oleh berbagai situasi yang dihadapi sescorang,. Hasil belajr yang
mengarah pada peningkatan kemampuan akan mencerminkan keancka-
ragaman sifat, dan intensitas dari apa yang harus dilakukan oleh seseorang,
juga kesempatan untuk mengalami hal-hal yang baru dan b erbeda. Jadiproses

belajar seseorang akan terus terjadi karena orang adalah manusia dan belajar
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adalah salah satu karakteristik manusia. Belajar sambil bekerja biasanya
diartikan sebagai belajar demi pekerjaan, dan ada harapan besar bshwa bagian
dari apa yang dipelajari akan berhubungan dan menunjang kebutuhan
pekerjaan sekarang dan masa yang akan mendatang. Dengan demikian akan
semakin besar prop orsi belajar yang berhubungan dengan pekerjaan, semakin
besar pula kemampuan seseorang (Megginson, 1997 1 72 - 73).
Berdasarkan berbagai teori tentang komunikasi di atas, maka p enulis
mencoba untuk mengkaji komunikasi program penanganan sampah di
lingkungan KTKP Kabupaten Kendal dengan menggunakan teori
Notoatmodjo, yaitu kualitas aparatur dapat di lihat dari aspek kualitag dan
kuantitas dimana unsur kualitas perlu ditunjang dengan pendidikan dan
latihan agar aparatur mampu meningkatkan prestasi dalam bekerja, berpikir

dan memiliki ketrampilan.

5. Koordinasi Program
a. Dimensi Koordinasi

Perihal pengertian koordinasi telah banyak pakar yang memb erikan
definisinya. Ada };akar yang memberikan definisi bshwa koordinasi adalah
proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan
organisasi yang terpisah (departemen-departemen, bidang-bidang, atau
fungsi-fungsi) satu organisasi untuk mencapai suatu tujuan se¢cara efektif dan
efisien (Handoko, 1997). Ada pula pakar yang memberikan pengertian
koordinasi sebagai pros‘es penyatupaduan sasaran-sasaran dan kegiatan-

kegiatan dari unit-unit yang terpisah (bagian atsu bidang fungsional) dari




44

suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien (Stoner,
1986 : 281).

Berdasarkan dua kensep ko ordinasi terscbut, maka dapat dinyatakan
bahwa kordinasi mempunyai sasaran-sasaran agar organisasi dapat mencapai
tujuannya dengan seefisicn mungkin, Untuk mencapai tujuan organisasi
dengan secfisien mungkin tersebut, maka disadari sepenuhmya bahwa
organisasi yang bersangkutan merupakan suatu sistem yang mana di
dalamnya terdapat unit-unit atan bagian-bagian yang éaﬁng berkaitan satu
dengan yang lainnya. Setiap unit walaupun mempunyai fungsiyang berlainan
saty dengan yang lainnya tidak dapat saling melepaskan diri dalam
menjalankan fungsinya masing-masing. Hal ini dikarenakan suatu unit tidak
mungkin dapat menjalankan fungsinya dengan baik tanpa dibantu olch unit
yang lainnya, dan oleh karena itu pula maka sctiap unit memp unyai kewajiban
uﬁtuk mendukung pelaksanaan fungsi dari unit yang leinnya apabila
organisasi yang bersangkutan menginginkan dapat mencapal tujuan:ya
dengan seefisien mungkin. Untuk keperinan seperti ituiah maka diperlu}!_all
adanya koordinasi. /

Apabila semua kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Tata Kofa,
Kebersihan dan Pertamanan (KTKP) ingin dicapai dengan seefisien mungkin,
maka koordinasi dalam rangka melaksanakan kegiatan-kepiatan tersebut
sangat mutlak diperukan. Dalam organisasi KTKP terdapat unit-unit yang
mempunyai kegiatan saling verkaitan dalam rangka mencapai tujuan atau .
gasaran KTKP secara Keseluruhan. Oleh karena itn tidak mengherankan
apabila Dan Sugandha (1988 @ 12 - 13) memberikan pengertian bahwa

koordinasi adalah penyatupaduan gerak dari seluruh potensi dan unit-unit
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organisasi yang berbeda fungsi agar secara benar-benar mengarah pada
sasaran yang sama guna memudahkan pencapaiannya dengan efisien.
Pengertian ini jelas paralel dengan pengertian koordinasi sebagaimana
dikemukakan di muka.
1). Relevansi Koordinasi
Dalam kaitannya dengan kegiatan yang dilakukan uleh KTKP,
maka koordinasi sangat diperlukan karena mungkin ada perbedaan
pendapat mengenai bagaimana fujuan harus dicapai, atau bshkan numngkin
ad anya perbedaan mengenai tujuan itu sendiri. Selain itu, perlu dipastikan
bahwa penggunaan sumber daya yang ada dialokasikan secara tepat
Sehubungan denpan hal tersebut maka perlu diyakini bahwa kegiatan
suatu unit dalam organisasi KTKP sejalan dengan If;cgiatan-kcgiatan dari
unit-unit yang lainnya. "
Pcr[unya diadakan koordinasi temyata dapat discbabkan olch
beberapa macam faktor sebagaimana dinyatakan oleh banyak pakar. Di
antara faktorfaktor yang menyebabkan tuntutan perlunya koordinasi
adalah sebagai berikut :
a). Untuk cfisiensi dalam pcnggllnaan sumb er yang terbatas,
lb). Untuk memp erkecil kemungkinan terjadinya konflik,
¢). Untuk memperoleh keseragaman dalam pengambilan kebijakan,
d). Untuk memperoleh kaitan / hubungan kerja yaog efektif schingga saiu
unit dapat menunjang unit yang lain. |
¢). Untuk menghilangkan duplikasi.
Mengenai pentingnya koordinasi Bemard (dalam Dan Sugandha,

1988 : 22) mengemukakan bahwa koordinasi yang dapat dicapai melalui
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leadership merupakan faktor yang paling vital bagi kelestarian organis i,
Oleh karena itu [eadership dapat dipandang sebagai kualitas danipada sifut
dan tanggung jawab yang dapat mengikat, mempersatukan kehendak-
kehendak daripada orang-orang untuk mencapai tujuan-tujuan diluar cita-

citanya sendin.

2). Tipe-Tipe Koordinasi

Dalam kemyataannya kepiatan menyatupadukan atau meng-
koordinasikan cukup bervarasi bentuk dan lingkupmya. Misalnya,
koordinasi dapat dilakukan untuk menyatupadukan kegiatan organisasi-
organisasi scderajat tingkatannya, akan tetapi dapat pula dilakukan untuk
menyatupadukan kegiatan organisasi atasan dan bawshan, Oleh karenaitu
ko ordinasi dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis koordinasi sesua
dengan lingkup dan arah jalurnya sebagai berikut (Dann Sugandha, 1988:
25 - 26) .

a). Menurut lingkupnya terdapat :
(1). Koordinasi intern, yaitu koordinasi antar pejabat atau antar unit
di dalam suatu organisasi.
{2). Roordinasi ekstern, yaitu koordinasi antar p ejabat dari berbagai
organisasi atau antar organisasi.
b). Menurut arahnya, terdapat :
(1). Koordinasi horizontal, yaitu koordinasi antar pejabat atau antar
unit yang mempunyai tingkat hirarki yang sama dalam suatu
organisasi, dan antar pejabat dari organisasi-organisasi yang

sedcrajat atau antar organisasi yang setingkat.

/
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(2). Koordinasi vertikal, yaitu koordinasi antar pejabat-pejabat dan
unit-unit tingkat bawaf ofch pejabat atasannya atau unit atasnya
langsung, juga cabang-cabang organisasi oleh organisasi
induknya.

(3). Koordinasi diagonal, yaitu koordinasi antar pejabat atau unit
yang berbeda fungsi dan berbeda tingkatan hirarkinya.

(4). Koordinasi fungsional, yaitu ko ordinasi antar pejabat, antar ui_xit
atau antar organisasi yang didasarkan atas kesamaan fungsi a’(!;m
karena koordinatornya mempunyai fungsi tertentu. |

Sehubungan dengan KTKP, maka koordinasi yang diterapkan
terdapat beberapa kemungkinan yang muncul. Kemungkinan yang akan
muncul adalah :

3). Satu kegiatan dikerjakan oleh beberapa instansi,

b). Beberapa kegiatan dikerjakan oleh beberapa instansi.

Mekanisme Kf.; ordinasi

Pelaksana koordipasi dapat berjalan hamya denmgan adanya
kesadaran dan kesediaan dari semua anggota organisasi atau pimpinan
organisasi dalam pelaksanaan kerja dibawah p engarahan seseorang yang
mempunyai kewenangan fungsional tertentu (Dan Sugandha, 1981 : 27 -
28). Sebenarnya sikap kesadaran dan kesediaan yang diperlukan agar
koordinagi dapat berjalan dengan lancar tersebut tidak hanya
diperuntukkan bagi mereka yang dikoordinir, akan tetapi sikap tersebut

juga melibatkan mereka yang mengkoordinir.
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Sikap kesadaran dan kesediaan seperti tersebuf diatas biasanya
hanya bisa tumbuh dengan baik apabila setiap pihak benar-benar mengerti
dan menghayati kedudukan dan funpsinya masing-masing scrta
kedudukan dan fungsi koordinator. Agar tercipta suasana saling
pengertian dari setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan koordinasi,
maka salah satunya diperlakukan adanya komunikasi yang e¢fektif, Oleh
karena itu dapatlah dinyatakan bahwa komunikasi merupakan mekanisme
yang relatif ampuh bagi terselenggarakannya ko ordinasi.

Dalam proses komunikasi tersebut yang periu disamﬁ aikan kepada
pihak-pihak yang bekerja sama yang terkoordinir adalah mengenai tujuan
daripada kerjasama tersebut dan peranan yang harus dijalankan darisctiap
pihak yang terlibat. Dengan adanya komunikasi inilah diharapkan terjadi
saling tukar menukar informasi dan dapat menumbuhkan rasa saling
pengertian. Sehubungan dengan hal ini komunikasi tampak memp unyai
peran menyatukan / mengikat setiap unit yang terlibat dalam kerjasama
dalam suatu sistem.

Gunpa terciptanya komunikasi yang baik agar dapat menimbulkan
kerjasama dalam koordinasi yang baik pula, maka koordinasi harus
bersifat terbuka. Adapun artinya, dalam berkomunikasi dengan pihak-
pihak yang dikoordinir mampu diciptakan komunikasi dua arch atau
komunikasi timbal balik. Apabila dapat berlangsung kormumikasi dua arah,

berarti terbuka kesempatan bagi pihak-pihak yang dikoordinir untuk

mengemukakan pendapat, berdiskusi mengenai masalah-masalah yang

dihadapi baik dengan pihak lainnya yang juga dikoordinir atau bahkai
|

dengan pthak koordinator. Sehubungan dengan hal tersebut, mak.
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koordinator harus menampakkan diri dengan sifat-sifat yang menunjang,
koordinator jangan sckali-kali menapakkan dirinya mendikte atau
memberi perintah dalam melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang
diko erdinirkan. Dalam kondisi seperti ini, maka dapat dinyatakan bahwa

ko ordinator melakukan peran kep emimpinan yang partisipatif.

. Pengukuran Ko ordinast

Agar dalam organisasi dapat dicapai hasil kerja yang efektif dan
efisien, maka kegiatan yanpg ada didaldmnya harus terkoordinasikan.
Menciptakan adanya suatu ko ordinasi yang baik tidaklah mudah, tidak hanya
sekedar membutuhkan kerangka organisasi yang tepat, akan tetapi lebih dari
itu, faktor manusia yang menjalanksn sangat berpengaruh terhad a;i
pelaksanaan koordinasi yang baik. Schubungan dengan hal tersebut, Riggs
(1979 : 67 - 68) menyatakan bahwa koordinasi merupakan tahapan akhir
sebelum didahului dengan kegiatan kooperasi (bekerjasama) antar unit. Dalam
rangka bekerjasama it terdapat hal yang sangat berpengaruh bagi berhasil
atau tidaknya kerjasama tadi, yakni tergantung pada baik tidaknya hubungan
-antar manusia yang ada pada unit yang saling bekerjasama tadi. Hubungan
antar manusia yang baik tergantung pula pada ada tidaknya saling pengertian
diantara mereka, dan untuk menciptakan adanya saling pengertian tadi perlu
adanya komunikasi yang baik antar .msrcka sendiri.

Selanjutnya Dan Sugandha {1988 : 47 - 48) mengemukakan bahwa
untuk dapat menciptakan ko ordinasi perlu menerapkan prinsip-prinsip sebagai

berikut :
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1). Adanya kesepakatan dan kesatuan pengertian mengenai sasaran yang
harus dicapai sebagai arah kegiatan bersama.

2). Adanya kesepakatan mengenai kegiatan atau tindakan yang harus
dilakukan oleh masing-masing pihak, termasuk target dan jad walnya.

3). Adanya ketaatan atau loyalitas dari setiap pihak terhadap bagian tugas
masing-masing serta jadwal yang telah ditetapkan.

4). Adanya saling tukar informasi dari semua pihak yang bekerjasama
mengenai kegiatan dan hasilnya pada suatu saat tertentu, termasuk

' masalah-masalah yang dihadapi masing-masing.

5). Adanya koordinater yang dapat memimpin dan menggerakkan setta
memonitor kerjasama tersebut, serta memimpin pemecahan masal_hh
tersebut. |

6). Adanya informasi dari berbagai pihak yang mengalir kepada ko ordinator
schingga koordinator dap at memonitor seluruh p elaksanaan kerjasama dan
mengerti masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh semua pihak.

7). Adanya saling }101‘mat terhadap wewenang fungsional masing-masing
pihak sehingga tercipta semangat untuk saling bantu.

Jadi menurut Dan Dugandha, untuk menciptakan Koordinasi yang
maksimal dalam pelaksanaan suatu program sebuah organisasi diperlukan
adanya kerjasama, kesepakatan, kes atuan pengertian, loyalitas, informasi yang
jelas dan adanya saling hormat terhadap kewenangan masing-masing pihak
yang terlibat dalam program tersebut. Pendapat tersebut kemudian penulis

ambil untuk mengetahui seberapa jauh hubungan koordinasi terhadap

pelaksanaan program p Snanganan samp ah di KTKP Kabupaten Kendal.

/
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B. HIPOTESIS
1. Hipotesis Minor

Dalam hipotesis minor ini menyebutkan tiga variabel bebas X, X, X5 yaitu :

X, : variabel komunikasi
X, : wvariabel kudlitas aparat pelaks ana
X3 . koordinasi program

yang berpengarah pada variabel Y yaitu efektifitas program p enanganan s amp ah
di Kabupaten Kendal. i
Iiipotcsis nol (He) mcnyebﬁtkan tidak ada pengaruh dan signifikan antara
variabel bebas dengan variabel terkait.
Hipotesis alternatif (fa) menyebutkan ada pengaruh dan signifikan antara
variabel bebas dengan variabel terkait. |
Pada hipotesis ini discbutkan :
a. Ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel ko munikasi dengan

efektifitas program penanganan sampah di Kabupaten Kendal
b. Ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel kualitas aparatur dengan

pelaksanaan program penanganan sampah di Kabupaten Kendal ;

¢. Ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel koordinasi dcngi_!n
pelaksanaan program penanganan samp ah di Kabupaten Kendal.
2. Hipotesis Mayor |

| Dalam hipetesis mayor disebutkan ada pengaruh positif dan signifikan ketiga

variabel bebas Xy, X, dan X5 secara bersama-sama terhadap efektifitas program

penanganan sampah di Kabupaten Kendal. |




Adapun model dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

X

Komunikasi

%3

Kualitas Aparatur
Pelaksana

Y

X3

—

Koordinasi

\)/

Program Penanganan
Sampah




BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

B.

C.

Rancangan penelitian pada hakekatiya merup akan pmlggnlllbat‘all cara-cara
sescorang peneliti guna memenuhi tujuan studi yang ditctapkan atau dengan kata lam
rancangan penelitian merupakan suatu rencana logis untuk menguji hipotesis,
sehingga dengan melihat rancangan penelitian dapat diketahui srah dan fujuan
penelitian, tipe dan jenis penelitian.

Penelitian ini menggunakan meto de kuantitatif yang akan didukung dengan
analisis deskriptif kualitatif, sebab penulis akan memb uktikan hipotesis yang telah
dirumuskan sebelumnya dan membuat analisis berdasarkan data yang ada serta

mendeskripsikannya secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-

sifat serta hubungan antar fenomena yang akan diselidiki.

Ruang Lingkup

Dalam penclitian ini fokusnya mengenai pelaksanaan program penanganan
sampah dengan menggunakan faktor-faktor yang memp engaruhi yaitu komunikasi,
ku:ﬁitas aparatur dan ko ordinasi. Unit analisis dalam penelitian adalah pegawai pada

Kantor Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kendal

Lokasi Penelifian
Penentuan lokasi penclitian ini dimaksudkan untuk lebih mempers empit ang
lingkup dalam pembahasan dan sekaligus untuk memp ertajam fenomena sosial yang

ingin dikaji sesuai denpan substansi yaitu tingkat efektifitas kebijakan yang akan

33




. Variabel Penelitian
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diamati. Di samping itu lokasi p enelitian akan memperhatikan beberapa aspek seperti
daya jangkau penelitian dengan tempat tinggal, waktu yang tersedia, dukungan data
atau kemudahan untuk memperoleh data dilokasi penelitian.

Penelitian terhadap komunikasi, kemampuan aparatur pelaksana, ketersedisan
sarana prasarana dan cfektifitas program inmi dilakukan di Kantor Tata Kota,
Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kendal dengan harap an sfektifitas kebijakan
penanganan samp ah di Kabupaten Kendal dapat ditingkatkan. Di samping itu secara
kebetulan penulis adalah PNS dilingkungan Kabupaten Kendal, sehingga dengan
demikian diharapkan akan lebih terjangkan dalam hal pengumpulan data yang

£l

diperlukan dalam p enelitian ini.

Varabel yang diambil dalam penclitian ini adalah sebagai berikut :
1. Definisi Bebas, yang meliputi :

a. Komunikasi (3)

b. Kualitas Aparatur (Xz)

¢. Koordinasi (X3)

2. Variabel Tergantung, yaitu Efektifitas Pelaksanaan Program Penanganan Ssmpah.
3. Definisi Konseptnal.

a. Efektifitas pelaksanaan program adaleh scberapa jauh suatu program atau
kebijakan mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan melihat dar hasil
yang diperoleh dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan
sebelummya.

b. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari seseorang kepada

orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung.
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c. Kualitas aparatur pelaksana adalah suatu kondisi atau keadaan yang

| menunjukkan tingkat kemampuan dan kemauan yang dimiliki oleh aparat
pelaksana dalam melaksanakan program atau kebijakan yang menjadi
tanggungjawabnya.

d. Koordinasi adalah proscs penyatupaduan pandangan, pendapat dan kegiatan
dari umit-unit terpisah umtuk mencapai tujuan pelaksanaan program
penanganan sampah secara efisien.

4. Definisi Operasional.

4. Efektifitas prograﬁl penanganan sampalh adalah seberapa jauh pelaksanaan
program penanganan sampah mampu meningkatkan kualitas kehidupan
masyarakat serta pencapaian kualitas penanganan sampah. Varisb ¢l ini dapat
diukur dari :

15 Tingkat realisasi penampungan sampah.

2) Perbandingan tingkat produktivitas sampah dengan kemampuan

T

penanganannya.
b. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi yang dilakukan apamturj
pemerintah mengenai program penanganan sampah di Kabupaten Kendal
sgcara langsung maupun tidak langsung kepada sasaran agar tercipta saling
pengertian dan demi kelancaran pelaksanaan program. Variabel ini dapat
divkur dari
1) Tingkat kejelasan penyampaian gagasan.
2) Tingkat ketelitian terhadap tujuan komunikasi.
3) Tingkat ketepatan waktu dalam melakukan kornunikasi.

4) Tingkat perhatian terhadap kendisi yang dihadapi saa¢ komunikasi

berlangsung.
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¢. Kualitas aparat pelaksana adalah suatu kdndisi atau keadaan yang
menunjukkan tingkat kemampuan dan kemauan yang dimiliki oleh aparat
pelaksana program pepanganan sampsh dalam melaksanakan tugas
mengimplementasikan kebijakan atau program penanganan sampah yang
menjadi tanggung jawabrya agar program terscbut dapat berjalan dengan baik.
Variabel ini dapat divkur dari :

1) Tingkat pendidikan formal yang pernah diikuti pegawai XTKF.
2) Frekuensi pelatihan yang pernah diikuti pegawal KTKP.

3) Tingkat pengalaman kerja pegawai KTKP.

4) Tingkat kesalahan pegawai KTKP dalam pelaksanaan pekerjaan.

d. Koordinasi adalah proses penyatupaduan pandangan dari unit-unit organisasi
dalam rangka pelaksanaan program penanganan sampah di Kabupaten
Kendal. Variabel ini dapat diukur dari :

1) Tingkat pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan.
2) Tingkat pelaksanaan kegiatan.

3) Tingkat pelaksanaan evaluasi kegiatan.

E. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
Data yang digunakan dalam penclitian ini pada pokeknya digolongkan menjadi
dua jenis data, yaitu 3
a. Data kusntitatif, yaitu data yang berasal dari jawaban terhadap daf‘}tar
pertanyaan. ) )

b. Data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari wawancara terhadap sumber

data.




57

2. Sumber Data i

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dar responden |
melalui kuesioner, wawancara serta observasi di lapangan.

b. Data sekunder, yaitu data yang telah diolah oleh pihak lain di luar penelitian
ini, bisa diperoleh dari literatur-literatur (brosur, buku, majalah dan dokumcn)
yang ada hubungannya dengan penelitian,

Sesuai dengan sublyeknya, penelitian ini akan dilakukan pada pegawai di

lingkungan Kantor Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kendal.

. Instramen Peneclitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan
dalam wujud kuesioner. Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur variabel
yang akan diteliti .

Dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai alat utama dengan
menggunakan pertanyaan terstruktur baik terbuka maupun tertutup, sedangkan
pertanyaan terstruktur tertrtup memuat nilai yang akan di skor. Untuk mendapatkan
skor dari setiap jawaban responden, setiap pertanyaan mempunyai 4 {empat)
alternatif jawaban berurutan dan berjenjang dari jawaban terb aik.hingga terburuk.
Adapun setiap pilihan jawaban diberi skor tertentu, yaitu :

+ Jawaban A diberi skor 4
+ Jawaban B diber skor 3
¢ Jawaban C diben skor 2
¢ Jawaban D dibeni skor 1
Masing-masing jawaban diberi kriteria :

1. Kategor jawaban yang sangat mendukung diberikan skor 4 (empat).

/
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2. Kategori jawaban yang mendukung diberikan skor 3 (tiga).

3. Kategori jawaban yang kurang mendukung diberikan skor 2 (dua).

4. Kategori jawaban yang tidek mendukung diberikan skor 1 (satu).

Kategori jawaban dapat berubah sesuai dengan kebutuhan, misal (selalu, sering,

kadang-kadang, tidak pernah), dan scterusnya.

G. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel
Populasi atau universe ialah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ci-i-
cirinya akan mudah diduga (Singatimbun dan Efendi, 1985 : 108). Deng_!m

pertimbangan efisiensi tenaga, biaya dan waktu sebagaimana penegasan Mantra dan J

Kasto (dalam Singarimbun dan Efendi, 1985 : 105 — 106) dimana jumizh sampel

yang representatif tidaknya mengacu pada empat faktor yaitu :

1. Derajat keseragaman dari populasi, makin seragam populasi makin kecil samp el
yang dapat diambil.

2. Presisi yang dikehendaki dari pemelihara, makin tinggi tahun presisi yang
dikehendaki makin besar sampel yang harus diambil.

3. Rencana analisa. Adakalanya besarnya sampel sudah mencukupi sesuai dengan
presisi yang dikehendaki, tetapi kalau ini dikaitkan dengan kebutuhan analisa
maka jumiah sampel tersebut kurang mencukupi.

4, Tenaga, biaya dan waktu. Kalau menginginkan presisi yang tinggi maka jumlah
sampel harus besar. Tetapi bila tenaga, biaya dan waktu terbatas maka tidak
mungkin untuk mengambil samp ¢l yang besar seb ab ini berarti bahwa presisinya
akan menurun. ,

Pada penelitian ini jumlah sampel yang ditentukan sebanyak 21 orang PNS

dan 19 orang tenaga kontrak yang merupakan jumiah dari populasi pegawai yang
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terdapat pada Kantor Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanaﬁ Kabupaten Kendal

Penentuan ini didasarkan pada pendapat Suharsimi Arkunto (1993 : 107) yang

mengatakan bahwa :

“ Untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subjek kurang dari 100, lebih baik
diambil semua sehingpa penelitian yang merupakan penelitian populasi,
sclanjutnya jika jumlah subyck lebih dari 100 dapat diambil antara 10 - 15
% atau 20 — 25 % atar maksimal 30 % “.

Teknik pengambilan sampel dilakukan secara acak sederbana (Random
Sampling) yaitu sampel diambil sedemikian rupa sehingga setiap unit pencliti atau
satuan elementer dari populasi merupakan kesempatan yang sama untuk dip eroleh
sebagai sampel. Kepada mereka diberikan daftar pertanyaan yang berkaitan dengan
kebijaksanaan penanganan sampah

Di samping ity wawancara juga dilakukan dengmi para pejabat yang terkait
crat dengan pelaksanaan kebijaksanaan penanganan sampah. Adapun card memilih
responden dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

a. .Pihak yang diajek wawancara dipilih dari orang-orang yang benar-benar
memahami kebijaks anaan penanganan sampai.

b. Penduduk yang dijadikan responden harus orang-orang yang terlib at langsung
dengan penanganan samp ah.

c. Penentuan jumiah responden yang relatif sedikit semata-mata unfuk efisiensi
waktu, tenaga dan biaya. Nammun dengan persyaratan pada point a danb data yang
diperoleh masih cukup valid.

Ad apun pihak-pihak yang dijadikan resp onden untuk wawancara yaitu
Pejabat Kantor Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan, Kepala Kelurahan, Keiua

|
RT/RW dan beberapa penduduk yang bertempat tinggal di kelurahan/desa (30 o013, ig).
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H. Teknik Pengumpulan Daia

Dalam hal ini teknik yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam

penelitian ini meliputi :

1.

Penyebaran instrumen penelitian melalui daftar pertanyaan, yaitu teknik
pengump ulan data dari responden/sumber data primer dengan cara mengajukan
daftar pertanyaan secara tertulis.

Daftar pertanyaan digunakan untuk mcmé eroleh data -tentang tanggapan
responden mengenai komunikasi, kualitas aparat dan koordinasi yang ada di
Kantor Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kabup aten Kendal.

Wawanc ara, yaitu teknik pengumpulan data dari responden/sumber data primer
dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan sccara lisan.

Observasi, yaitu tcknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung
berbagai kegiatan yang disclenggarakan oleh Pimpinan Kantor Tata Kota,
Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kendal. |

Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis

* (dokumen-dokumen) yang langsung berhubungan dengan objek penelitian (data

sekunder).

I. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalsh :

1. Analisa Data Kuantitatif, yang merupakan teknik analisis data yang dilakukan

dengan perhitungan dengan menggunakan angka-angka.
Pengujian hip otesis dalam penelitian ini menggunakan hipotesis assosiatf
yang akan diuji dengan statistik Rank Tau Kendall untuk korelasi sederhana dan

korelasi konkordasi kendall untuk korelasi ganda. Hal ini dilakukan dengan




61

pertimbangan data penclitian merupakan data ordinal (jenjang), maupun data
rasio yang diordinalkan, Alat analisis yang dipakai adalah :
2. Korelasi Rank Kendall

Rumus ini gunakan untuk menguji hipotesa minor yaitu hubungan antara X,

R, X; dan dengan Y, adapun rumusnya sebagai berikut :

N
T =
V % N (N -1)

Keterangan :

T = XRoefisien korelasi Rank Kendall antara variabel x dan'y
|
i

S = Jumlah observasi skor untuk semua pasangan :

N Banyaknya obyek atau individu yang diurutkan pada x dany
Ap abila terdapat banyak nilai yang sama pada observasi x dany, maka
rumus yang digunakan adalah .

8

T =
va N-1) - Tx%NQE-1)-Ty

Keterangan :
Tx = banyak observasiberangka sama dengan tisp kelomp ok angka sama
pada variabel x
Ty = banyaknya observasi berangka sama dalam tiap kelompok angka
sama pada variabel y
Untuk uji signifikansinya dengan menggunakun rumus Z-test, maka

karena N penelitian lebih besar dari 10, dengan rumus seb agai berikut :

Z = T.
V 2(2N + 1)
ON (N-1)
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Kemudian harga Z dikonsuitasikan dengan tabel untuk menentukan
besamya pengaruh antara variabel tersebut, dengan ketentuan scbagai
berikut
a. Apabila Zo 2= Zt pada taraf signifikan 1%, sangat signifikan, hipotesa
diterima.

b. Apabila Zo < Zt pada taraf signiﬁﬁan 5%, berarti sangat signifikan,
hipotesa diterima, |

c. Apabila Zo = Zt pada taraf signifikan 5%, berarti tidak signifikan,

hipotesa ditolak.

b. Korelasi Berganda
Perhitungan korelasi berganda menggunakan koefisien koordinat Kendall (W)

dengan rumus sebagai berikut

h

W =

I/ BLEA(N-N) - KET

T = fakfor korelasi

T = banya:knya observasi dalam satu kelompok yang memperoleh angka
sama untuk ranking tertentu,

T = Mengarahkan menjumlahkan semua keompok angka sama dalam
masing-masing ranking.

Untuk menguji signifikansi Kocfisien Kordinat Kendall, perlu diadakan test

dengan rumus :

X = K (N-1)W
Keterangan :

X* = Rest Chi Square
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W = Koefisien Konkordasi Kendall

Kemudian hasil perhitungan X° tersebut dikonsultasiken terhadap
harga Kristis Chi Quare dengan kriteria sebagai berikut :
a. Jika X° hitung > X* 1% maka sangat signifikan
b. Jika X° hitung < X? tab maka hubungan signifikan.
¢. Jika 3 hitung < X° tab maka hubungan tersebut tidak signifikan.
Selanjutnya untuk melihat kemampuan variabel bebas dalam menerangkan
variabel tergantung dapat diketahui dari besarnya koefisien determiliasi
berganda (W?). Jika W* yang diperoleh dari hasil perhitungan mexlunjui{kanf'
semakin besar {mendekati sati), maka dapat dikatakan bahwa sumb angan dar
variabel bebas terhadap variasi variabel tergantung semakin besar. Hal ini
berarti model vang digunakan semakin besar untuk menerangkan variasi
variabel tergantungnya. Scbaliknya jika W? menumjukkan semakin kecil
(mendekati nol), maka dapat dikatakan bahwa sumbangan dari vadabel bebas
terhadap variasinilai variabel tergantung semakin kecil. Hal ini berarti mo del
yang digunakan semakin lemah untuk menerangkan variasi variabel

tergantung. Secara umum dikatakan bahwa besamya koefisien determinasi

berganda (W) berada antara 0 danlatau 0S W' <1

2. Analisis Kualitatif, yaitu menggamb arkan keadaan obyck penclitian apa adanya
dengan melakukan interprestasi data, yaitu analisis data dengan tanpa
menggunakan alat statistik yang digunakan sebagai upaya untuk mendapatkan
pemahaman dari obyek penelitian untuk mencoba mengangkat hal-hal yang

belum terungkap.




BABIV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN FASIL PENELITIAN

. HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian yang telah dilatukan skan diuraikan dalam masing-masing
variabel yang didukung oleh tabel-tabel tunggal dengan penjelasan tabel sebagai
borikut : |

» Tabel IV.1 s/d IV.6, penjelasan variabel efektifitas program.

Tabel IV.7 s/d IV.10, penjelasan variabel komunikasi.

Tabel IV.11 s/d IV.14, penjelasan kualitas aparat pelaksana.

Tabel IV.15 s/d 1V. 18, penjelasan koordinasi program.

1. Efektivitas Program Penanganan Sampah

Efekivitas program penangapan  sanp ah di Kabupaten Kendal
merupakan variabel utama yang dikaji dalam penclitian ini. Dalam melihat tingkat
efektivitas program ini maka akan dilihat secara 1ebih mendalam tertang aktivitas
Pemérintah daerah dalam pelaksanaan program, frekuensi penmyuluban
persampahan, tangQapan masyarakat terhadap pelaksanaan program serta
indikator lainnya vang sangat terkait dengan efcktivitas program Berkaitan dengan
tanggapan responden (entang aktivitas Pemerintah daerah dalam pelaksanaan

program penyulthan sampah dapat terlihat pada Tabel IV.1. berikut ini:

64
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Tahel TV.1.
Aktivitas Pemda dalam Penyuluhan Sampah

Keterangan Frekuensi Persen
Kurang Akif 6 15,0
Cukup Aktif 6 15,0
Aktif 18 45,0
Sangat Aldif 10 25,0
Juml ah 40 1000

Sumber : Pertanmyaan No.1. f
|

Tabel IV.1. di atas memumnjukkan bahwa sebagian besar respenden at;u Y.
45,0% menyatakan bahwa Pemerintah Daersh Kabupaten Kendal dinilai aldif
didalam melaksanakan program penyuluhan tentang sampah. Semenatara itu hanya
terdapat masing-masing 15,0% yang memyatakan bahwa Pemerintah Dacrah dirasa
masih sangat kwang akiif dalam melaksanakan program penyuluhan sampah
kepada masyarakat. Faktor-faktor yang, menyebabkan beberapa responden menilai
bahwa Pemerintah Daerah kurang dalam melaksanakan program penyuluhan yang
discbabkan karcna rendahnya pengetahuan mereka tentang pelaksanaan program.
Hal ini dapat ‘terjadi karena didalam umit kerja terdapat beberapa bagian yang
secara fidak secara langsung bertubungan dengan masalah pelaksanaan program
seperti bagian persomalia, bagian tata usaha serta bagian perlengkapan.

Melalui npenyuhﬂ}an kepada masyarakat, prograrﬁ penanganan sampah
dibarapkan dapat berfangsung sebagaimana fjuan yang dibarapkan dalam
Peratwran Daerzh No. 20 Tammn 1991, Oleh karena itu keaktifan para petugas
dalam memberikan penyuluhan twut menentukan sejauh mana program tersebut

dapat diketahui oleh masyarakat
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Untuk melihat frekuensi penyuluhan oleh Pemerintah Daerall Kabupaten
Kendal dalam program penyuluhan sampah dapat dilibat Tabel IV.2 sebagai
berikut :

Tabel 1V.2
Frekuensi Penyuluhan Persampahan Talun 2001

Keterangan Frekuensi Persen
<2 kali/sctahun 5 12,5
3-4 kali/setahun 8 20,0
5-6 kali/setahun 15 37,5
> 6 kali /setabun 12 30,0

Jumlah 40 100,60

Sumber : Pertarryaan No.2.

Tabel IV.2 di atas memunjukkan bahwa 37,5 % dar responden
menyatakan 5-6 Kali/setahun Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal mengadakan
penyuluhan tentang persampaban kepada masyarakat baik dil akukan terkoordinasi
dengan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pékcrjéian Uiy, Kantor
Pengelolaan Pasar, Kantor Pengelolaan Iingkwngan dan lain-ldin maupmn
penyuluhan yang dilakukan instansi Kantor Tata Kota, Kebersihian dan Pertamanan
(KTKP) sendiri. Kegiatan penyuluhan ini mcméng menjadi prioritas bagi KTKP
wntuk menghindari berbagal kemmngkinan bahava yang ditiﬁ]bulkan dari akibat
pengelolaan sampah yang idak benar pada mnsim penghujan, mengingat daerah
Kendal sangat berpotensi tergenang banjir. |

Kezktifan penyniuhan persampahan ini merupakan upaya yang selalu
digalakkan oleh pimpinan KTKP demi menciptakan lingkungan Kendal yang
bersih sehingga mampu memunjukkan kepada masyarakat akan nilai kebersihan

bagi ‘kehidupan. Sedangkan mercka yang menyatakan penyuluhan yang difakukan
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oleh petugas sebanyak lurang dari dua kali setiap talum atau 125 % adalah
mereka yang unmmmmya mendapat tugas di Kecamatan yang paling jauh di
Kabupaten Kendal. Baginya sangat sulit wnfuk memberikan pemyuluhan pada
waktu-waktu tertentu kepada masyarakat seperti yang dijadwalkan karena sulitaya
mengumpulkan penduduk yang 'ma'yozitas kehidupanttya bertani pada siang hari
dan malam hari mereka malas untuk keluar rumah lagi. i’cnduduk akan keluar
mendengar / menerima informasi tentang kebersihan hamya pada wakiu menjelang
peringatan 17 Agustus dan menjelang Hari Raya Idul Fitri pada setiap talun

Informasi vang disampaikan olch petigas kepada masyarskat dibuat
semenarik mungkin dikaitkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan
agar diperoleh tanggapan yang baik dari masyarakat.

Guna melihat hasil penelitian keberhasilan pemyampaian informasi
tentang pengelolaan sampah yang benar dapat dilihat pada Tabel IV.3 scbagai
berilat :

Tabel IV.3
Kualitas Penyuluhan Persampahan

Keterangan Frekuensi Persen
Kurang Baik 6 15,0
Culkup Baik 9 22.5
Baik 10 25,0
Sangat Baik 15 37,5
Jumiah 40 1000

Sumber ; Pertamyaan No.3.

Tabel IV.3 di atas, dapat diketahui bahwa pada wmumnya petugas dalam
menyamp sikan informasi tentang persampahan sangat baik, yang dapat dibukiikan

37,5 % jawaban responden. Artinya para pelugas ini dalam penyuluhan tenfang,
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perssmpahan sesuai dengan program vyang telah ditentukan oleh Pemerintah
Daerah dan .mendapat tangrapan vang posifif dari masyarakat yang dapat
dibuktikan dengan berbagai laporan hasil kepgiatan kebersihan setiap periode
tiwulan maupun tiap semester dari unit-unit pengelola sampah maupun
kecamatan

Bagi petugas yang 15 % menyatakan kualitas pényuluhan persampahan
kurang baik ini discbabkan oleh keterbatasan pefugas dalam penyampaian
informasi tentang pengelolaan sampah Harus disadari bahwa tidak semua petgas
mampu  dengan mudah menyampaikan informasi kepada masyarakat yruog
heterogen dari segala wnsnrmya baik pendidikan, lingkungan, mata penc aharilan
dan lainoya. Hal ini merupakan kendala bagi petugas sehinéga kualitas ﬁcnyuluﬁn J
yang diharapkan jauh dari'keadaan yang terjadi di suatu dacrah dan mungkin saja
meleset dari program kerja yang telah dibuat.

Sementara itu mercka yang menjawab 22,5 % - 25 % menyatakan baik
dan cukup baik adalah mercka yang biasa bertugas menyampaikan pemyuluhan
pada lingkungan yang ;sudah terbiasa menanamkan kebiasaan hidup bersih dalam
keluarga di samping tingkat pendidikan dan pola berpikir yang lebih baik serta
memzhami dengan benar maksud kebersthan bagi lingkungan

Kemmampuan petugas dalam menyampaikan informasi tentang penanganan
sampah kepada magyarakat, misalnya : diawali dengan membuka kesempatan
berdialog secara langsung mengenmkakan kesulitan masyarakat membuang
sampah pada penampungan sementara yang ferasa jauh, merupakan cara yang
simpatik melibatkan masyarakat secara akiif dalam usaha mempopulerkan

program penanganan sampah.
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Kemudian unmk melihat seberapa tanggap petugas dalam melibatkan
masyarakat pada masalah persampahan dalam penelitian ini dapat dilihat pada
Tabel IV.4 scbagai berikut

Tabel IVA
Tingkat Pelibatan Masyarakat alam Pengelolaan Sampah

Keterangan Frekuensi Persen
Farang 2 5,0

Cukup Sering 2 5,0
Sering 20 : 50,0

Sangat Sering 16 40,0
Jumiah 40 100,0

Sumber : Pertanyaan No 4.

Tabel IV.4 di atas memumjukkan bahwa 50 % responden sering
melibatkan masvyarakat dalamn akiifitas pemyuluhan persampahan. Hal ini secara
kebetlan peketjaan yang petugas lakukan merupakan bagian yang menjadi
tanggung jawabnya, misalnya memberikan pemyuluhan persampahan di Kelurahan
bersama unit kerja lain pada acara-acara dinas. Alasan kecocokan akan tugas dan
kemampuannya dalam bidang tersebut menjadikan petugas menikmat!i
pekerjaannya dan merasa bahwa keterlibatan masyarakat pada prograr'n
pengelolaan sampah turut mendukung tugas-tugas yang harus dicmbanmya sctiap
hari. Seringnya petugas melibatkan masyarakat tentu Qaja secara tidak langsung
akan memberi kontribusi yang besar pada Program Pemerintah Daerah Kabupaten
Kendal dalam mewujudkan KENDATL BERIBADAT scbagaimana slogan yang

melekat pada daerah 1111 Secara tidak langsung pula masyarakat terpacu untuk

merbiasakan diri mengelola sampsh yang telah dihasilkan agar tidak
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menmmbulkan musibah pada mmsim penghujan dan menjauhkan dari serangan
wabah penyakit. |

Sedangkan petugas yang 5 % jarang melibatkan masyarakat dalam
pengelolaan sampah adalah mereka yang merasa pekerjaan tersebut tidak sesuai
dengan kemampuannya ataupun pendidikanmya, sehingga mereka enggan atau
terpaksa dengan pekerjaan tersebut. Kondisi ini mempunyai kecenderungan bahwa
aparat/pegawai yang tidak menikmati pekerjaannya di samping tdak sesuai
dengan kemampuan dan pendidikannya, juga disebabkan pekerjaan tersebut tidak
banyak mendatangkan materi/uang schingga mereka malas wtuk mengajak
masyarakat turut serta dalam kegiatan persampahan. ’

Adanya l;eberapa petbedaan kemampuan petugas dalam pelaksanagn
program penanganan sampsh menyebabkan imbulnya konflik baik dalam linghup
instansi sendini dengan instansi 1ain yang berkaitan maupun dengan masyarakat.

Adapun guna melibat mengenai tingkat keseringan munculiya konflik

dalam penanganan sampah pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel IV.5

scbagai berikut :
Tabel IV.S
Tingkat Konflik Dalam Penanganan S ampah

Keterangan Frekuensi Persen

Sangat Sering 20 50,0
Sering 12 30,0

Cukup Sering 4 10,0
Jarang 4 10.0
Jumlah 40 100,0

Sumber : Pertanyaan No.7.
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Tabel IV.5 di atas menunjukkan bahwa 50 % responden pada penelitian
in sangat sering terjadi konflik dalam usaha penanganan sampah. Hal ini menjadi
perhatian pimpinan KTEP bahwa dalam usaha mewujudkan dacrah yang bcrsi{Jh
dari sampah memeriukan keterlibatan semua pihak baik dari sisi Pemerintah
Daerah maupun masyarakat penghasil sampah. Konflik yang sangat sering mumncul
tidak saja terjadi antar aparat dalam KTKP tetapi terjadi pula amtara aparat
dengan masyarakat. Kenyataan di lapangan membuktikan bahwa memberikan
pemahaman akan kebutuhan penegakan tata tertib Kebetsihan kepada masyarakat
sangat sulit, apalagi mereka vang berdagang tidak mengindahkan norma-norma
yang berlaku ataupin menyernkan kepada masyarakat pedesaan yang terbiasa
membuang sampah di sungai agar membiasakan diri mengumpulkan sampah pada
penampungan sementara sempat membuat para petugas pum§ asa. Kebiasaan-
kebiasaan hidup wotuk membuang sampah sembarangan menjadikan petugas
tanggap uniuk sering mengadakan pendekatan kepada tokoh-tokoh agama maupun
tokoh masyarakat dalam menyclesaikan berbagai konflik yang sering terjadi.

Se dangkar; 10 % dani responden menyatakan jarang terjadi konflik dalam
penanganan sampah, disebabkan oleh ketidak pcﬂuliamya pada berbagai kesulitan
dalam pelaksanaan program persampahan. Hal ini karcnarpctugas tidak mau
terjadi keributan dalam masyarakat tersebuwt dan tidak ingin dianggap scbagai
orang yang suka mencari gara-gara hanya soal sampah Akhirnya apapun yang
terjadi dengan ketidak peduliannya itu sexing kali petugas mendapat teguran dari
atasan yang dianggap tidak dapat berfungsi sebagai aparat yang Dbaik dalam
pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dalam persampahan.

Berbagai upaya yang dilakukan dalam mengatasi konflik yang tetjadi

sebenamya ditujukan untuk mencapai sasaran dari program penanganan sampah.
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Selanjutnya untuk melihat pandangan terhadap program penanganan sampah pada
penclitianini dapat di lihat pada Tabel IV.6 dibawahini

Tabel IV.6
Pandangan Terhadap Pencapaian Sasaran Program

Keterangan Frekuensi Persen
Kurang Baik 2 5,0
Cuknp Baik 8 20,0
Baik 22 35,0
Sangat Baik 8 20,0
Jumiah 40 100,0

Sumber ; Pertanyaan No.10.

Tabel IV.6 di atas memmnjukkan bahwa 55 % responden menyatakan
tingkat pencapaian sasaran program baik, artinya sebagian dari rencana program
penanganan sampah yang dibuat telah dijalankan dengan sasaran sebagaimana
yang diharapkan Pencapaian sasaran ini dapat dilihat dari hasil yang telah
ditunjukkan dalam laporan kegiatan operasiomal pengangkutan sampah setiap
bulan dari TPS ke TPA dan hasi! sampah yang dihasilkan setiap harinya dari
berbagai wilayah penghasil sampah di Kabupaten Kendal.

Sementara itu 5 % responden yang menyatakan kurang baik terhadap
pencapaian sasaran program kurang baik, discbabkan oleh ketidak mengertia:l
mereka pada program penanganan sampah secara keseluruban di Kabupatef;ll
Kendal bukan scbatas wilayah penghasil sampah di tempat/lingkungan tugasmya
saja. Hal im karena tingkat pendidikan petugas yang mﬁngkin sebatas SD dan
SMP sehingga tidak dapat mengetalni secara pasti tata cara mengukur
keberhasilan pencapaian program persampahan secara menyeluruh Baginya

setiap usai pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya adalah selesai pula
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program untuknya, tidak peduli dengan yang lain Hal inilah yang menjadi
penyebab mercka menilai pencapaian sasaran program persampahan masih jauh
dari harapan, sedangkan dalam program ini selalu diharapkan cfekiifitas yang

selalu ditingkatkan dalam mengatasi penanganan sampah.

. Kommmikasi Program Penanganan Sampah

Salah satu indikator variabel komunikasi program penanganan sampah
adalah kemampuan aparat dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh
pimpinan Hal ini dapat dilihat pada Tabel IV.7 mengenai hasil penelitian tentang
kemampuan mcngm'iﬂ.{an perintah atasan dalam .tugas-tugas schari-hari sebagai
berikut :

Tabel IV.7
Tingkat Kemampﬁan Dalam Menerjemahkan Perintah

Kete:sr'angan Frekuvensi Persen
Kurang Baik 4 10,0
Cukup Baik 6 15,0
Baik 16 40,0
Sangat Baik 14 350
Jumiah 40 100,0

Surber : Pertanyaan Neo.12.

Dari penelitian ini menunjukkan 40 % responden menyatakan bahwa
tingkat kemampuan aparat dalam menterjemahkan perintah dari atasan baik. Hal
ini memnjukkan bahwa loyalitas staf terhadap pimpinan yang tinggi, artinya
mereka berusaha sedapat mungkin dapat merespon apa yang diinginkan oleh
pimpinan baik sccara lisan maupun tulisan dalam disposisi yang harus dijal ankan

pada wakiunya. Kemampuan menjabarkan makna perintah ini sangat penting bagi




74

aparatur dalam pelaksanaan program-program pemerintah yang dituangkan dalam
berbagai bentuk Scpcrﬁ program Kerja talunan, rencana kerja triwulan dan lain-
lain. Kaitanmya denpan pelaksanaan propram persampahan in keberhasilan
pimpinan dalam penyelesaisn tugas-tugas di bidang pengelolaan sampah dapat
dibuktikan dari pelaksanaan pekerjaan para petugas yang dilandasi rasa tanggung
jawab yang besar. Sedangkan 10 % responden yang menyatakan kurang ba;k
dalam menterjemahkan perintah atasan adalah mereka yang baru saja bcrtug,'z;s
sebagai tenaga-tenaga lapangan yang direkrut sebagai karyawan KTKP dan belum
memahami tugas-tugas yang dibebankan oleh pimpinannya, serta umunnya mereka
merasa bahwa tugas tersebut fidak sepermbmya menjadi tanggung jaw abrrya,

Pemahaman akan maksud perintah pimpinan kepada staf ditentukan oleh
berbagai faktor yang salah satu diamtaranya adalah kebiasaan menjalin komumikast
yang baik.

Untuk melihat hasil penelitian mengenai keharmonisan kommnikasi antara
pimpinan dengan bawahan yang dilakukan pada KTKP dapat dilihat pada Tabel

IV.8 sebagai berikut :

Tabel IV.8.

Tinglat Hobungan dengan Pimpinan Kerja
Keterangan Frekuensi Persen
Kurang Baik 2 5,0
Cukup Baik 4 10,0

Baik 12 - 30,0
Sangat Baik 22 55,0
Jumlah 40 100,0

Sumber : Pertanyaan No.15.
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Dari Tabel IV.8 di atas, dapat dilihat 55 % responden menyatakan
bahwa tubwngan yang dijalin dalam instansi itu sangat baik, artinya baik secara

formal maupun non formal hubungan antar pimpinan dan bawahan senantiasa

berjalan harmonis, sekalipun terjadi konflik dalam proses pelaksanaan mgas-tugas

di dalam instansi, narmun selalu dapat diatasi dengan mengambil tindakan yang
paling kecil resikomya. Dengan demikian tidak bamyak terjadi kesulitan dalam
penlyampaian program persamp ahan Saling pengertian dan dilandasi kepercayaan
sesama aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas sesuai tgas pokok dan fungsi
orgamisasi menycbabkan jalinan hubungan kerja menjadi lebih baik serta
menghormati apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing antara bawahan
dengan atasan merupakan modal yang sangat kuat bagi kesatusn fangkah menuju
sasaran program yang telah ditentukan. Bagi 5 % responden yang menyatakan
kurang baik adalah mereka yang mungkin karena faktor ketidak cocokan detigan

sesama aparat dalam penyelesaian tugas-tugas di KTKP. Atau kenmmgkj-nzm
mercka merasa bahwa tugas/pekerjasn di KTKP ini tidak sesuai dengar-/
keahliamya sehinpga dirinya merasa komunikasi yang dilakukan terasa tidak ada
gunanya karena dianggap ti dak mengunfungkan dirinya.

Hubungan yeng harmonis dalam KTKP akan memmjang keberhasilan
pelaksanaan program penanganar sampah, ini dapét dikctalni dari adanya
Konmunikasi Gmbal balik dari kedua unsur yaitu pimpinan dan stafsecara terbuka.

Kemmdian wntuk mengetahni sejauh mana jalinan keterbukaan dalam

instansi il dapat dilihat pada Tabel TV.9 berikut ini.
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Tabel IV.9
Tingkat Keterbukaan dalam Penyampaian Pendapat

Keterangan Frelkuensi Persen
Kurang Baik 2 5,0
Cuiup Baik 8 20,0
Baik 22 55,0
Sangat Baik 8 20,0
Jumlah 40 100,0

Sumber : Pertanyaan No.13.

Tabel TV.9 di atas memunjukkan balwa 55 % responden mengakui bahwa
pimpinan mereka cukup demokratis, terbukti dari perolchan angka vang di dapat
dalam penclifian ini. Latar belakeng seorang pimpinan yang dalam karirnya
mengawali dari bawah (staf) tentu saja sangat berpengaruh pada perjalanan
karirnya mencapai puncak pimpinan. Mengetahui benar keinginan dan harapan
staf, tenta membuat pimpinan lebih bijaksana dalam menghadapi berbagai macam
tingkah Iaku staf Keterbukaan yang diterapkan akan membuka peluang staf untuk
lebih dekat kepada pimpinan schingga apapmn permasalahan yang menyangkut
penyelesaian program penanganan sampah (kimsusnya) dapat diselesaikan secara
baik tanpa perasaan sungkan atau ada penghalang di sekitarmya. Dengan demikian
setiap kali pimpinan menmyampaikan pendapat akan direspon oleh seluruh staf
meski dafam tingkat-tingkat tertentu isi informasi it ditujukan

Bagj responden yang 5 % menyatakan kurang baik, mungkin disebabkan
oleh keterbatasan ruang gerak staf dalam bethubingan dengan pimpinan atau
karena penilaian pribadi sescorang yang merass bahwa dirinya tidak pernah
berarti bagi pimpinannya dalam pelaksanaan kegiatan instansi ataupun karena

merasa pimpinan fidak pernah dan tidak periu berhubungan dengan dirinya. Oleh

H
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sehab itu dalam setiap penyampaian pendapat oleh pimpinan, dirinya merasa
tidak berkewajiban untuk menilai apakah pimpinan itu benar-benar berarti bagi
dirinya.

Sebagai umpan balik dari keterbukaan pimpinan dalam Derpendapat,
berikut ini akan ditampilkan tabel tentang hasil kormmikasi yang terjadi antara
bawshan dengan pinpinan sebagai berikut:

Tabel IV.10
Tingkat Pelibatan Pegawai dalam Pembuatan Kepuotusan

Keterangan Frekuensi Persen
Jarang 2 5,0

Cukup Sering 6 15,0
Sering 16 40,0

Sangat Sering 16 . 400
Jurni ah 40 100,0

Sumber : Pertanyaan No.20.

Dari Tabel IV.10 di atas, memumjukkan bahwa 40 % responden
menyatakan sangat sering dan sering diajak berdiskusi akan sesuatu yang
menentukan kebijakan dari pimpinan baik secara langsung maupun tidak langsung,
Sumbang saran dan koreksi yang ditujukan kepada pimpinan menunjukkan bahwa
atensi bawahan sangat diperhatikan oleh pimpinan sehingga untuk ha-hal yang
berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan suatu program, pimpinan tidak mer:fsa
bekerja sendiri dan hasil yang diperoleh untuk memufnskan sesuat ads;iah J
merupakan keputusan yang terbaik setelah mendapat pertimbangan dari stafl
Sedangkan responden yang menyatakan jarang mendapatkan kesempatan terlibat
dalam kegiatan pimpinan (5 %) biasanya adalah mercka yang mungkin Karena

span of conirol yang jauh atay memang tidak pernah terlibat dengan kegiatan
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pimpinan secara umum Barangkali staf ini sulit untuk menyesuaikan diri dengan

lingkungan kerjarnya.

Kualitas Aparatur Pelaksana

| Dari sckian banyak indikator kualitas aparatur pelaksana adalah tingkat
pendidikan formal pegawai dan berbagai pelatihan yang diikuti. Hal ini dapat
dilihat dari Tabel IV.11 mengenai hasi! penelitian testang perlunya dukungan
pendidikan dan pelatihan dalam penyelesaian pekerjaan sebagai berikut :

Tabel IV.11
Frekuensi Pengiriman Pegawai Pada Kursus/Pelatihan

Keterangan Frekuensi Persen
< 2 kali/setalnmn 2 3,0
2-4 kali/setahun 10 25,0
5-6 kali/setalun 16 40,0
> 6 kali /getahon 12 30,0
Jumiah 40 100,0

Sumber : Pertairyaan No.23.

Tabel V.11 di atas memnjukkan bahwa 40 % responden mertyatz,kan
petfunya aparatr pelaksana menambah pengalaman dan wawasan pcngetaliuan
tentang persampahan yang dilakukan beberapa kali dalam setalun. Hal ini
dimaksudkan agar pengetahuan akan tata cara pengelolaan sampah yang benar
dapat dilakukan di Kabupaten Kendal meski datam keadaan yang sangat terbatas.
Begitu jupa dengan pengelolaan sampah yang dilakukan di tempat pembuangan
akhir baik secara kiniawi maupun pengatwan secara alami dengan berbagai

sarana pelengkap agar tidak merusak ckosistem alam. Peningkatan pengetahuan

juga diberikan kepada aparat yang memangani tugas-tugas administraiif yang
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mendukung kelangsungan program penanganan sampah. Semakin sering aparat
yang diikut sertakan dalam berbagai pelatihan akan menambah nitai pengetahuan
di ssmping pendidikan formal yang dimiliki seorang aparat, sehingga turut
mempermudah instansi ini dalam melaksanakan program persampahan yang
memang membutuhkan tenaga-tenaga trampil yang berpengalaman dalam
mengatasi penumpukan sampah yang dihasilkan oleh penghasil sampah
Sedangkan 5 % responden yang menyatakan frekuensi pengiriman pegawai
- mengikuti pelatihan kecil atau kurang dari 2 kali setahun, umnmnys merska yang
memang kecil kermungkinannya mendapat kesempatan mengikuti pelatihan. Hal ini
disebabkan tingkat pendidikan formal yang dimiliki hanya sebatas SD atau $MP
5aja.

Kemavan petugas mengikuti pelatihan atau kursus-kursus ketrampilan
akan menambah pengetahuan yang mercka miliki schingga dapat memmnjang
pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dalam program penanganan
sampah.

Selanjutrya guna mengetalui  fingkat kesesuaian program dengan
pelaksanaanya dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel IV.12 sebag‘l;ai
berikut : "

Tabel IV.12
Tingkat Keseswaian Programn dengan Pelaksanaan

Keterangan Frekuensi Persen
Cukup Baik 4 100
Baik 22 55,0
Sangat Baik 14 35,0
Jumt ah _ 40 100,0

Sumber : Pertamyaan No.26.
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Tabel IV.12 di atas menunjukkan bahwa 55 % responden menyatakan
bahwa pada wmumysz yang artinya program persampaban yang direncanakan
setiap falun anggaran sudah sesuai dengam pelaksanaannya yang dapat dilihat
pada evaluasi kegiatan setiap tahun anggaran dalam laporan hasil kegiatan
organisasi. Hal yang demikian terjadi karena kontrol yang ketat dari pimpinan
KTKP dalam pelaksanaan program penanganan sampah uptuk menghindari
kermngkinan' terburuk bila penanganan sampah tidak dikendalikan dengan baik.
Belum lagi dengan adanya penghasil sampah yang sulit untuk dikendalikan
jumlahnya karena keterbatasan tempat penampungan scmentara yang disediakan
sedangkan dana pemerintah untuk penyediaah sarana pemampung sampah sangat
terbatas. Oleh karenanya pemanganan sampah schari-hari menjadi hal vang terus
dilakukan dalam proses pemindahan dari tempat penghasil ke tempat
penampungan sementara dan dari penampungan sementara ke tempat pembuangan
akhir.

Sedangkan 10 % responden yang menyatakan cukup baik menandakan
babwa kesesuaian program dengan pelaksanaan hanya mampu terbaca oleh para
petugas yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan sampah, sehingga
mercka yang hamya bertugas sebagai tepaga kasar pada proses pengangkufan
sampah memandang bahwa antara program dan pelaksanaanmya cukup baik.

Kesesuaian program dengan pelaksanaan memnunjukkan ketaatan aparat
pada peratwran dalam praktek pemyelenggaraan kegiatan pengelolaan sampah
mendukung tercapainya tujuan programn penanganan samp ah.

Kemudian tabel berikut ini akan memmnjukkan tingkat loyalitas

pegawai/aparatur tethadap disiplin kerja dalam KTKP sebagat berikut:
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Tabel TV.13
Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Peraturan Kerja

Keterangan Frekuensi Persen l

Kurang Patuh 2 5.0 l
Cukup Patuh 10 25,0
Patuh 16 40,0
Sangat Painh 12 30,0
Jumlah 40 1000

Sumber : Pertanyaan No.28.

Dari Tabel IV.13 di atas, memmjukkan bahwa 40 % responden
menyatakan patuh terhadap Peratran Kerja, ini disebabkan oleh pencgakan
disiplin yang dilakﬁmn mulai dari pimpinan KTKP sendini hingga bawaharmya.
Kepatuhan ini ditunjang berbagai faktor teknis antara lain jarak antara rumah dan
kantor yang relatif dekat dan jalur transportasi lancar. Bagi 25 % responden yang
cukup pateh pada peraturan kerja, hal ini mungkin disebabkan oleh pendidikan
dan kepangkatan pe'gawai yang memiliki golongan tinggi vang memiliki pola pikir
relati f menengah ke atas yang cenderung berkreati fitas di luar jam kerja.

Sedangk,an, yang sangat patuh adalah 30 %, hal ini mungkin disebabkan
oleh adanya kader-kader pemerintah tertentu yang benar-benar memiliki dedikasi
tinggi dalam bekerja, terutama mereka kader pemerintah yang telah mengikuti
pendidikamm 31/52

Jenjang pendidikan aparat memang turat meneniukan kemampuan dalam
pelaksanaan tugas, demikian juga dalam hal penerimaan insenif mavpun
penghargaan. Tidak dipungkiri bahwa semakin finggi tingkat kemampuan aparat
maka akan semakin banyak kesempatan memperoleh penghargaan karena prestasi

yang dicapai, namun demikian tidak tertutup kemungkinan pula bahwa staf yang
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berkemampuan biasa-biasa dapat juga berprestasi dengan baik dan mendapatkan
penghargaan,

Untuk melihat hasil penclitian mengenai tinghkat keseringan penerimaan
kompensasi/bonus ataupun penghargaan terhadap prestasi yang pernah dilakokan
aparat dapat dilihat Tabel IV, 14 sebagai berikut :

Tabel IV.14
Tingkat Penerimaan Inshalan / Bonus

Keterangan Frelmensi Persen
Kurang Baik 8 20,0
Cukup Baik 6 15,0
Baik 22 55,0
Sangat Baik 4 10,0
Juml ah 40 1000

Sumber : Perfarryaan No.30.

Tabel di atas memmjukkan bahwa 55 % responden menystakan baik
dalam penerimaan imbalan atau penghargaan yang diberikan oleh pimpinan
instansi. Hal ini akan berpengaruh pada hasil pekerjaan yang dilakukan yang
dinilai pimpinan. Pencrimaan imbalan ini didasarkan pada keakti fan aparat dalam
melaksanakan tugas-tugasmys di lapangan sesuai jadwal yang dibuat dengan
komrol yang ketat, schingga basilnya selalu dapat di lihat dan imbalamriya
disesuaikan dengan pekerjaamnya. Sedangkan 20 % yang menyatakan kurang brjik
dalam menerima imbalan dari hasil pekerjaan yang telah dilakukan, adalah
mereka yang tidak pernah merass puas dari apa yang di dapat Keewali itu
mungkin mercka adalah orang-orang yang termasuk dalam kategori berpendapatan
rendah sedangkan untuk menutup kehidupan keluarganya sangat bergantung pada

hasil pekerjaan mepangani sampah Kelompok ini selalu merasa imbalan yang
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diterimanya selalu kurang dan tidak imbang dengan tenaga vang dikeluarkannya

dalam menangani sanmpah

Koordinasi Program Penanganan Sampah

Pada variabel koordinasi program penanganan sampah ini salah satu
indikatornya ditunjukksn melalui hubungan kerja masing-masing aparat dalam
tabel-tabel sebapai berikut

Tahel IV.15
Tingkat Kelancaran dalam Hubwngan Kerja

Keterangan Frekuensi Persen
Kurang Lancar 2 5,0
Cukup Lancar 6 15,0
Tancar 24 60,0
Sangat Lancar g 20,0
Juml ah 40 100,0

Sumber : Pertanyaan No.34.

Kelancaran hubungan kerja di Iingkungm; KTKP menumjukkan 60 %
mernyatakan [ancar yang berarti bahwa dalam berkomunikasi antar aparat berjalan
‘tanpa mengalami ganggwan yang berarti. Kesadaran yang dimiliki aparat ini sangat
menmumjang keberhasilan program penanganan sampah, sehingga pimpinan fidak
kesulitan dalam mendelegasikan tugas-tugas pada bawahannya. Sedangkan 20 %
responden yang menyatakan sangat lancar tentu saja adalah mereka para kepala
seksi atau manejer tengah yang memang dituntut mampu menjalin kerja sama demi
penyelesaian tugas-tugas yang menjadi beban tanggung jawabrya. Sedangkan 5 %
responden yang menyatakan kurang lancar disebabkan olch lintas pekerjaan yang

diberikan kepadanys memang tidak pernah bersentuhan dengan bidang 1ain di luar
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tanggung jawabnya seperfi tugas monitor angkutan sampah pasar Kaliwungu
dengan Welerl schingga diantara mereka tidak pernah terjalin hilbungan yang
akrab kecuali pertermuan pada Hari Raya Idul Fitri misalnya,

Koordinasi yang dilakukan oleh aparat RTKP dalam pelaksanaan
program penanganan sampsh dengan pihak-pihak terkait bamyak membariu
mewujudkan keinginan menciptakan lingkungan yang bersih Koordinasi ini julza
dapat membantu menyelesailan konflik yang muncul diantara petugas pcnyuiuh J
dengan instansi lain.

Tabel berikut akan memmjukkan seberapa jauh tingkat pemyelesaian
masalah oleh aparat KTKP dalam pelaksanaan program penanganan sampah

Tabel IV.16
Tingkat Penyeiesaian Masalah Dalam Melaksanakan Koordinasi

Keterangan Frekuensi Persen
Kurang Baik 2 5.0
Cukup Baik 4 100
Baik 22 55,0
Sangat Baik 12 30,0
Juml ah 40 . 100,0

Sutriber : Pertanyaan No.35.

Tabel IV.16 di atas memmjukkan bahwa 55 % responden menyatakan
selama ini konfiik yang muncul dalam scﬁap. masalah pada setiap koordinasi
dilaksanakan dapat diselesaikan dengan baik. Faktor surnbef daya manusia yang
mayoritas SLTA dan mempunyai jam kerja cukuﬁ mamgkin merupakan pendukung
tingkat kedew asaan dalam berkomunikasi secara terbuka sebagaimana di teladani
oleh pimpinan Sedangkan 30 % responden yang menyatakan sangat baik tent

saja mereka yang duduk dalam jabatan struktural atau keordinater di lapangan
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yang sclalu dituntut lebih seksama dalam penyelesaian masalah kaitanmya dengan
penanganan sampah, sedangkan 5% responden yang menyatakan kurang baik
discbabkan olch kemungkinan ketidak mengertiannya pada masalah yang sedang
dalam penyelesaian.

Penyclesaian masalah secara cepat dan tepat oleh aparat KTKP
membuktikan bahwa koordinasi yang ditakukan benar-benar tepat pada wakturya
atau sesuai dengan kebutvhan, schingga dapat dilindari konflik yang
berkepanjangan.

Guna melihat scberapa sering frekuensi pelaksanaan koordinasi wntuk
menyelesaikan masalah dapat dilihat dalam Tabel V.17 sebagai berilug ;

Tabel IV.17

Frekuensi Dalam Pelaksanaan Koor dinasi Program

Keterangan Frekuensi Persen I
<2 kali 2 5,0 ’
2-4 kali 2 5,0
5-6 kali 26 65,0
> 6 kali 10 25,0
Jumizh 40 100,0

Sumber : Pertanryaan No.36.

Tabel di atas dapat memberi informasi bahwa 65% responden
metyatakan fekuensi koordinasi 5-6 kali dilakoken oleh aparat dalam
pelaksanaan program penanganan sampah. Pelaksanaan program ini juga
melibatkan instansi-instansi terkait yang memmjang suksesnya perwujudan/
pencapaian Kendal Beribadat di seluruh Kabupaten Kendal. Oleh karenanya
koordinasi yang dilakukan dengan instansi Izinpun pcrhi setiap kali dilakukan

dengan cara-cara yang mampu mengarah pada pelaksanaan program vang efektif
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dan efisien. Narmm demikian terdapat 5 % responden yang menyatakan kurang
dari dua kali atau koordinasi hamya 2— 4 kali dalam setalun dil akukan KTEKP. Hal
im discbabkan oleh kermmngkinan faktor ketidak tahuan beberapa orang yang
memang tidak diberi tugas berkoordinasi dengan pihak lain. Karena berkoor dinasi
dengan unit Iain perlu cara tersendiri agar pelaksanaan program berjalan dengan
baik tanpa unsur curiga baik dari sisi pendanaan maupun program ity sendi.

Kesktifm dalam berkoordinasi dengan instansi atau it kerja lain
mendorong unit kerja lain berpartisipasi mensukseskan program penanganan
sampah. Hal itu nampak pada respon umit kerja lain setiap kali mendapatkan
informasi ikt serta dalam kegiatan penyuluhan penanganan sampah atanpun
kegiatan 1ain yang menyanglatt program penanganan sampah.

Selanjutmya dapat dilihat dalam Tabel IV.18 berikut tentang tanggapan
unit kerja lain terhadap penanganan sampah ;

Tabel IV.18
Tanggapan Unit Kerja Terhadap Penanganan Sampah

Keterangan Frekuensi Persen
Kurang Baik 2 3,0
Culmp Baik 4 10,0
Baik 13 45,0
. Sangat Baik 16 40,0
Jumlah 40 100,0

Sumber : Pertanyaan No.38.

Dari Tabel IV.18 di atas menunjukkan 45 % responden memiliki
jawaban baik tentang penilaian instansi lain terbadap penanganan sampah,
Keadaan ini ditunjang oleh cara-cara aparat KTKP dalam melakukan koordinasi

dengan pihak fain dalam program penanganan sampah, sehingga programini dapat
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'

terlaksana sesuai dengan rencana. Kemampuan menjalin tmbungan dengan seksi /
lain dalam KTKP dan pihak-pihak lain di lvar instansi berpengaruh pula pada
hasil dari program penanganan sampah seperti lancarnya samtasi lingkungan,
jauhmya wabah penyakit dan berbagai jenis tumpukan sampah, dan terjadi
pengomposan pada lahan pembuangan sampah akhir yang bermanfaat bagi
kesuburan tanah.

Sedangkan 5 % responden yang menyatakan kurang baik, tentu saja
mempunyai sebab yang mungkin tidak pernah mengetahui bahwa kelangsungan
pelaksanaan program penanganan sampah memeriukan koordinasi dengan instansi
lain yang terkait sehingga bagaimana tanggapan mereka akan penanganan sampah

tidak dapat mereka ketahui.

B. Pembahasan Hasil Penelitian
1. TUji Validitas dan Reliabilitas

Guna mengetahui validitas dari pcrtanyaan—pcxtaﬁyaan yang merupakan
indikator variabel efekfifitas pelaksanaan program, maka dapat dilihat dari
corrected item total correlation harus lebih besar dari harga korelasi (harga
tabel). Harga tabel korelasi untuk n = 40 signifikansi 95 % adalah 0,1149
(Singgib, 2000 : 390). Hasiluya apabila dilihat dalam lanmpiran, maka semua item
pertanyaan dari masing-masing variabel dapat dikatakan valid, sementara unfuk
melihat uji reliabilitas, maka dapat dilihat dari alpha if item deleted, dimana
koefisiennya harus lebih besar dari nilai alpha ataw 0,7778. Apabila dilihat dan
masing-masing variabel dapat disimputkan bahwa item atau pertanyaan dari

variabel efekiifitas program, kormmikasi program Kualitas aparatur pelaksana
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dan koordinasi program dapat dikatakan reliabel. Untuk lebih jelasmya dapat

dilihat pada lampiran.

Kategorisasi Variabel Penelitian

a.

Variabel Efekiifitas Pelaksanaan Program

Variabel efektifitas pelaksanaan program dihitung melatui 10

indikator pertanyaan dimana setelah melalu proses analisis dengan

kategorisasi yang digunaken ysitu wutan kuarang baik, cukup baik, baik dan

sangat baik, diperoleh data total score dapat dilihat pada lampiran.

- Tahel IV.19

Kategorisasi Efekiifitas Pelaksanaan Program

Keterangan Frekuensi Persen
Kurang Baik 8 20,0
Cukup Baik 7 17,5
Baik 12 30,0
Sangat Baik 13 32,5
Jumlbah 40 100,0

Dari tabel IV.19 di atas, memmjukksn bahwa tngkat cfck(iﬁ[as

¢

program penanganan sampah di Kantor Tata Kota, Kebersihan dan J

Pertamanan Kabupaten Kendal mempunyai kecenderungan sangat baik, hal ind

ditunjukkan oleh 32,5 % responden yang memyatakan bahwa cfekfifitas

pelsksansan program penanganan sampah sangat baik Hal in mungkin

discbabkan oleh konsistensi aparat pelaksana kebijakan penanganan sampah

dalam melaksanakan kegiatan penanganan sampah
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Komnmikasi Program

Variabel kommmikasi program dihitung melalu 10 indikator
pertanyaan yang setelah melalui proses analisis dengan menggunakan
kategorisasi 4 vaitu dari urutan korang baik sampai dengan sangat baik
diperoleh data total score sebagaimana tersebut dalam lampiran.

Tabel 1IV.20
Kate porisasi Kommmikasi Program

Keterangan Trekuensi Persen
Kurang Baik 4 10,0
Culup Baik 6 15,0
Baik 16 ' 40,0
Samgat Balk 14 35,0
Jurnlah 40 100,0

Dari tabel IV.20 di atas, rnémmjukkan bahwa tingkat kommmikasi di
lingkungan Kantor Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kabup aten Kendal
mempunyai kecenderungan baik, hal ini ditunjukkan oleh 40 % responden
yang menyatakan bahwa kommmikasi tersebut baik. Hal i mongkin
disebabkan olch perhatian dan tanggap dari aparatur pelaksana dalam
menjabarkan  program-program saﬁlpah vang ditmut  kecepatan
penanganannya sehingga distribusi informasi yang cepat dalam penyelesaian
pelayanan kebersihan lingkungan mengatasi akumulasi sampah sangat
diperlukan.

Knalitas Aparatur Pelaksana
Variabel kualitas aparater pelaksana dihitung melahi 10 indikator

pertanyaan dimana setelah melalui proses analisis dengan menggun:an
J

-
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kateporisasi 4 mulai dari wutan kurang baik sampai dengan sangat baik
diperoleh data total score dalam lampiran.

Tabel IV.21
Kate goriéasi Kualitas Aparatur Pelaksana |

Keterangan Frekuensi Persen
Kurang Baik 4 ' 10,0
Culmip Baik 10 25,0
Baik 18 45,0
Sangat Baik 8 20,0
Jmplah 40 100,0

Dari tabel IV.21 di atas, menunjukkan bahwa tingkat kualitas
gparatur pelaksapa di lingkungan Kantor Tata Kota, Kebersihan dan
Pertamanan Kabupaten Kendal mempunyai kecenderungan baik, yang
ditunjukkan oleh 45 % responden yang menyatakan bahwa kualitas aparatur
pelaksana tersebut baik. Hal ini munpkin kargna mercka mampu
melaksanakan tugas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga
dibutuhkan magsyarakat akan pengangkutan sampah dan pengelolaanmya dapat

terpemuhi.

Koordinasi Program

Varabe] koordinasi program dihitang melalwi 10 indikator
pertanyaan dimana setelah melalui proses analisis dengan menggunakan
kategorisasi 4 mulai dari wutan kurang baik sempai dengan sangat baik

diperolch data total score sebagaimana dalam lampiran.
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Tabel IV.22
Kate gorisasi Koordinasi Program

j Keterangan Frekuensi Persen
Kurang Baik 6 15,0
Cukup Baik 14 35,0
Baik 10 250
Sangat Baik 10 25,0
Jumiah 40 100,0

Dari tabel IV22 di atas, memmjukkan bahwa tingkat koordinasi di
lingkungan Kantor Tata Xota, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kendal
memiliki kecenderungan cukup baik, bal ini ditunjukkan oleh35 % respond:'m
yang menyatakan bahwa koordinasi tersebut cuku;; baik. Hal ini mnngt.ln
disecbabkan olch pelaksanaan tugas pokok dan fimesi masing-masing unit/
scksi vang menjadi tangpung jawabmya lebih diutamakan schingga untuk
pelaksanaan program penanganan sampah yang menjadi tangging jawab salah
saty seksi dalam KTKP kadang-kadang kurang mendapat respon cepat
meskipun korminikasi yang dilakukan lancar. Masalah lain yang dihadapi
mungkin terbatasnya sarana penunjang dalam operasional penanganan sampah
yang menycbabkan imbungan antar pengelola program penanganan sampah
dengan unit lain menjadi terhambat meskipun pada akhimya penyelesaian

pekerjaan dapat berjalan dengan baik.

3. Uji Hipotesis
a. Hubungan Komunikasi dengan Efektifitas Program
Untuk melihat hasil penelitian mengenai hubungan antara variabel
kommunikasi dengan variabel efektifitas program dapat dilihat pada tabel

IV.23 sebagai berikut :
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Tabel IV.23
Hubungan Konmnikasi dengan Efektifitas Program

Efektifitas Kommilasi Total
Pelaksanaan | Kurang Cukup Baik Sangat
Program haik haik Baik .
Kurang baik 2 4 - 2 8
(50,0 %) (66,7 %) | (14,3 %) (20,0 %)
Culaip baik - - 5 2 7
(31,3 %) (14,3 %) (17,5 %)
Baik - 2 5 5 12
: (33,3%) | (31,3%) | (35,72 %) | (30,0 %)}
Sangat baik 2 - 6 5 13
(50,0 %) (37,5 %) (35,7 %) (32,5 %)
Total 4 6 16 14 40
(100,06 %) | (1000 %) | (100,0 %) | (160,08 %) | (100.0 %)

Dari tabel V23 di atas, terlihat bahwa kormmikasi yang tepat akan
membuahkan hasil pada efektifitas pelaksanaan program yang baik pula. Hal
ini terlihat dari 14 responden yang menyatakan komumikasi sangat baik, 5
diantaranyas menyatakan efektifitas pelaksanaan programmya sangat baik.
Sedangkan dari 4 responden yang menyatakan kormmikasi kurang baik 2
diantaranya menyatakan efekfifitas kerjanya juga tidak baik Dari 14
1'espondén yang menyatakan kominikasinya sangat baik ternyata 2 dianfaranya
menyatakan cfektifitas pelaksanaan program kwrang baik. Hal ini
kemungkinan disebabkan oleh kebiasaan para petugas pelaksana yang
meremehkan pekerjaan yang seharusnya menjadi tanggung jawabmya namon
tidak pernah diselesaikan,

Tabel V.24
Hubungan Komnrikasi dengan Ef ektifitas Pelaksanaan Program

Value Asymp | Approx | Approx

std error J. .sig.
Ordinal by | Kendall’s 406 153 2,338 004
ordinal tau- b
N of valid 40

Lases
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Berdasarkan tabel IV.24, hasil perhitungan komputer (SPSS PC +)
di atas, merunjukkan bahwa lbungan antara efektifitas pelaksanaan program
dengan komumikasi mempumyai koefisien korelasi sebesar 0,044 keroudian
hasil perhitngan tersebut dikonfirmasikan dengan penggunaan tabel z skor.e

guna menentukan tingkat signifikansi yaitu sebagai berkut :

7 = L
V 2(2N + 1)
ON(N-1)
;- 0,406
V 2(2.40 + 1)
9.40 (40 - 1)
;- 0,406
V 162
14040
0,406 .
Z =
V 0,0115 ,T
J/
0,406
Z =
0.1074
7z = 378

Dari perhitungan tersebut terlihat bahwa nilai z hitung lebih besar
dari nilai tabel z pada taraf kesalahan 5 % (1,96), schingga dapat
disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan ada Jwbungan yang sipnifikan
antara variabel komunikasi program dengan variabel efektifitas pelaksanaan

program dapat diterima.
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b. Hubungan Kualitas Aparatur Pelaksana dengan Efektifitas Pelaksanaan
Program.
Untuk melihat hasil penelitian mengenai hubungan antara variable
kualitas aparatur pelaksana dengan variabel efektifitas pelaksanaan program
dapat dilihat pada tabel IV.25 sebagai berikut :

Tabel V.25

Hubungan Kualitzs Aparatur Pelaksana dengan
Efektifitas Pelaksanaan Program

Efektifitas Kualitas Aparatur Total
Pelaksanaan | Kuorang Cukup Baik Sangat
Program baik haik Baik
Kurang baik 4 - 4 - 8
(100,0 %) 22,2 %) {20,0 %)
Cukup baik - 2 5 - 7
(20,0 %) | (27,8 %) (17,5 %)
Baik - 3 5 4 12
: (300%) | (278%) | (50,0%) | (30,0%)
Sangat baik - 5 4 4 13
(50,0 %) | (2229 | (50,0%) | (32.5%)
Total 4 10 18 8 40
(100,0 %) | (100,0 %) | (100,0 %) | (200,0 %) | (100,80 %)

Dari tabel IV.25 di atas, terlibat bahwa dari 8 responden yang
menyatakan kualitas aparatur pelaksana sangat baik ssbanyak 4 responden
dan 4 responden lainnya menyatakan efektifitas pelaksanaan program baik.
Hal irt menunjukkan bahwa bila kualitas aparatur yang baik sangat memunjang
terlaksananya pelaksanaan program penanganan sampah, ini dinungkinkan
karena setiap pelaksana memiliki penpalaman yang cukup dalam kegiatan
penanganan sampah yang pemah dilakukanmya ditambah dengan pengetahuan
vyang didapat dari hasil keikutsertaannya mengikuti pelatiban-pelatihan dalam

dinas.
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Bagi 4 responden yang menyatakan kualitas aparatur kurang blik
menyatakan efekiifitas pelaksanaan program juga kurang baik Tertu saja hal J
ini jelas discbabkan oleh rendahmya mutu SDM yang mengakibatkan ketidak
tahuan maksud dari program penanganan sampah. SDM yang demikian
umurya adalab tenaga-tenaga musiman yang direkrut oleh XTEP sebatas
kebutuhan tertentu saja.

Tabel IV.26

Hubumngan Knalitas Aparatur Pelaksana dengan
Efektifitas Pelaksanaan Program

Value Asymp | Approx | Approx

std error T. Sig.
Ordinal by | Kendall’s ,A42 137 2,714 036
ordinal tau- b
N of valid 40
cases

Berdasarkan tabel IV.26, hasil perhitungan komputer (SPSS PC +)
di atas merunjukkan bahwa hubungan antara kualifas aparatar pelaksana
dengan efektifitas pelaksanaan program mempunyai koefisien korelasi
sebesar 0,442, kemudian basil perhitungan terscbut dikonfirmasikan dengan
penggunaan tabel z skore guna menenmkan tingkat signi fikansi, yaitu sebagai

berikut ;
Z = z

V 2(2N + 1)
IN(N-1)

0,442

l/ 2(2.40 + 1)
9.40 (40 - 1)

0,442

V 162
14040




Z

0,442

l/ 00115

0,442

0,1074

4,115

2%

Dan perhitingan di atas terlihat bahwa nilai z hitung lebih besar

dari nilai tabel z prada taraf signifikansi 5 % (1,96), schingga dapat

disimpulkan babwa hipotesis yang menyatakan ada pengaruh posifif dan

signifikansi antara variabel efektifitas pelaksanaan program dengan variabel

knalitzs aparatur pelaksana dapat diterima.

Hubungan Koordinasi Pregram dengan Efektifitas Pelaksanaan Program

Untuk melihat hasil penelitian mengenai hubumpgan antara variabel

koordinasi program dengan variabel efektifitas pelaksanaan program dapat

dilihat pada tabel IV.27 sebagai berikut :

Efektifitas Pelaksanaan Program

Tabel IV.27

Hubungan Keordinasi Program dengan

Efektifitas Koordinasi Program Total
Pelaksanan | Kurang Cularp Baik Sangat
Program baik baik Baik
Kurang baik 2 4 2 8
(33,3 %) (28,6 %) (20,0 %) (20,0 %)
Cukup baik . 3 2 2 7
(21,4 %) (20,0 %) (20,0 %) (17,5 %)
Baik - 5 3 4 12
(35,7 %) (30,0 %) {40.0 %) (30,0 %)
Sangat baik 4 2 3 4 13
(66,7 Yo) (14,3 %) (30,0 %) (40,0 %) (32,5 %)
Total 6 14 10 10 40
{100,0 %) | (100,80 %) | (100,06 %) | (100,0 %) | (1000 %)
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Dari tabel IV.27 di atas, terlihat bahwa dan 10 responden yang
menyatakan koordinasi program sangat tinggi (ermyata yang menyatakan
efektifitas pelaksanaan program juga sangat tinggi. Ini membukiikan bahwa
keberhasilan dalam melakukan koordinasi tentang pelaksanaan program
penanganan sampah sangat berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan
programmya. Keterlibatan scksi lain dalam program penanganan sampah
muilai dari penyusunan program, kerja sama antar seksi maupun urit kerja lain
dan pemecahan masalah yang dijumpai di lapangan senantiasa dibina untuk
mewujudkan kelancaran pelaksamaan program pemanganan sampah Bagi 2
responden dari 10 responden yang menyatakan bahwa koordinasi program
sangat baik tetapi efektifitas pelaksanaan program cukup baik disebabkan
oleh adanvya segelintir petugas yang kurang aktif berkomumikasi dengan pihak
lain schingga menimbulkan kekurang serasian penmyelcsaian pekerjaan di
lapangan.

Sedangkan dari 6 responden yang menyatakan koordinasi program
kurang baik 2 orang responden menyatakan efekiifitas program juga kurang
baik, schingga dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan program yang fidak
melibatkan nit terkait dalam operasionalnya akan berakibat pada
ketimpangan pelaksamaan program it sendiri, belum lagi dengan masalah

yang dihadapi di lapangan yang menyangkut tanggung jawab dari instansi lain

bila tidak dikoordinasikan dengan baik, maka dalam pelaksanaannya akan

menimbulkan masalah bar.
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Tabel IV.28

Hubumgan Koeordinasi Program dengan :
Efektifitas Pelaksanaan Program |

Value Acymp | Approx ! Approx |

std exror 1. Sig.
Ordinal by | Kendall’s 381 1435 1,986 043
ordinal tau- b
N of valid 40
Cases

Berdasarkan tabel IV.28 hasil perhitungan kemputer (SPSS PC +) di
atas, menunjuld{an‘ bahwa hobungan variabel koordinasi program dengan
efektifitas pelaksanaan program mempunyai koefisien korelasi sebesar 0381
Kemudian hasil perhitungan tersebut dikonfirmasikan dengan menggunakan

tabel z skore puna menentukan tinpkat signifikansi yaitu sebagai berikut ;
T

V 2(2N + 1)
ON(N-1)

zZ =

0,381

V 2(2.40 + 1)
9.40 (40-1)

0,381
V 162
14040

8381

V 0,0115

0,381
0,1074

Z = 3,547
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Dari perlitungan tersebut terlihat bahwa nilai z hitng lebih besar
dari nilai tabel z pada taraf kesalahan 5 % (196), schingga dapat
disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan ada pengaruh positif dan
signifikan antar variabel efekiifitas pelaksanaan program engan variabel

koordinasi program dapat diterima.

Hubmgan Kommmikasi Kualitas Aparat dan Koordinasi dengan
Ef ektifitas Pelaksanaan Program.

Guna mengetshui apakeh ada hubungan secara bersama-sama ants;a
variabel kommmikasi, kualitas aparatr dan koordinast program dcngfl‘n
efektifitas pelaksanaan program pepanganan sampah di lingkungan Kantor
Tata Kota, Kebersihan dan Pertamapan Kabupaten Kendal diperlukan
koefisien kooerdinat kendall, Adapun hasil penelitian dapat dilihat pada tabel
TV.29 sebagai berikut:

Tabel IV.29

Hubungan Kemunikasi, Kualitas Aparat dzn Koordinasi Program
dengan Efektifitas Pelaksanaan Program

Mean Rank
Efekiititas Pelaksanaan Program 2,39
Kormmumikasi Program 2,83
Kualitas Aparat Pelaksana 2,41
Koordinasi Program 2,38
N 40
Kendall’s W 0,380
Chi-Square 41,530
bf 3
Asymp Sig 0,210

A Eendall’s Coefisient of Koordinat
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Pada tabel TV.29 di atas hasil koefisien koordinat kendall adalah
sebesar 0,38 dengan uji signifikansi untuk koordihat dapat dilihat dari
koefisien chi-square atau sebesar 4,530 dlan harga tabel untuk df = 3, tingkat
signifikansi 95 % adalah 7,8147 (Singgih, 2000 : 282). Sehingga nilai hitung
koefisien koordinat lebih besar dan nilai tabel atan dapat disimputkan bahwa
ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel komunikasi program,
koalitas aparat pelaksana dan koordinasi program dengan efektifitas
pelaksanaan program penanganan sampah di lingkungan Kantor Tata Kota,
Kebersiban dan Pertamanan Kabupaten Kendal. Sedangkan sumbangan dari
keﬁga vatiabel komunikasi, kualitas aparat dan koordinasi program dengan
efekiifitas pelaksanaan program dapat terlihat dari koefisien determinasi
dengan cara mengkuadratkan koefisien koordinat Kendall dan hasilnya
dikalikan 100 % yaitu scbesar 14,44 %. JTadi dapat disimpukan bahwa
hmbungan secara bersama-sama antara variable kotmunikasi program, kualitas
aparatur pelaksana dan koordimasi program dengan cfektifitas pelaksana
program penanganan sampah sebesar 14,44 %, sedangkan 85,56 %
dipengaruhi oleh faktor-faktor lain Hal ini pmngkin disebabkan karena
adarrya variabel kualitas aparat pelaksenma yang berpengaruh terhadap
komunikasi dan koordinasi program. Dalam artia bahwa variabel kualitas
aparat pelaksana ind sebagai variabel penghubung antara komunikasi program

dan koordinasi program dengan efekii fitas pelaksanaan program.

C. DISKUSI
Dari berbagai uraian di afas terlihat bahwa terdapat hubungan secara
bersama-sama antara variabel efeltifitas pelaksanaan penanganan sampah dengan

ketiga variabel kommikasi, kualitas aparat pelaksana, dan koordinasi sebesar 0,380.
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Selain itu hasil penelitian juga menyatakan bahwa kualitas aparat pelaksana
dapat dikatakan sebagai variabel penphubung, hal ini terlihat dari hasil koefisien
koordinat yang memunjukkan bahwa apabils variabel komunikasi dan variabel
koordinasi dikortrol dengan kualitas aparatur pelaksana terdapat kenaikan, daripada
dihubungkan secara langsung antara varisbel kommmikasi dengan variabel efektifitas
pelaksanaan program dan antara variabel koordinasi dengan efektifitas pelaksanaan
prgoram. Hal ini jelas bahwa koordinasi yang baik akan tercipta bila ditunjang oleh
knalitas aparat pelaksana yang berkemampuan sehingga dapat mewujudkan
pelaksanaan program yang efekiif,

Di lain pihak, sesuai pendapat Farland (1981) “bahwa clemen yang
menentukan komunikasi berhasil atau tidak adalah proses interaksi saling pengertian
sgtu sama lain ant;lr manusia dalam memahami informasi”. Sccara tidak langsung
Farand juga menjclaskan bahwa komunikasi akan cfcktif apabila informasi
dikomunikasikan oleh aparat pelaksana yang berkualitas atau berkemampuan agar

efektifitas pelaksanaan program dapat tercapai.




BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Setelah dilakukan pembahasan pada bab scbelumnya, kbususnya dalam
membuktikan ada tidakmya hubungan antara variabel efektifitas pelaksanaan
program penanganan sampah dengan variab el komunikasi program, kualitas aparat
pelaksana dan koordinasi program, dapat ditanik beberapa kesimpulan sebagai
berikut : !

1. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel komunikasi
program denpan variabel efektifitas pelaksanaan program penanganan sampah
dengan koefisicn korclasi rank kendall’'s sebesar 0,406 dengan tingkat
signifikansi 95 %. Hasil perhitungan diperoleh z hitung sebesar 3,78 sedangkanz
tabel sebesar 1,96 sehingga z hitung lebih besar z tabel yang berarti sesuai dengan
perumusan dan tujuan ﬁcnclitian. Dengan demikian hipotesa dapat diterima.

2. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara varabel efektifitas
pelaksanaan program dengan variab el kualitas ap arat pelaksana, dengan koeﬁsie;l
rank kendall’s scbesar 0,442 dengan tingkat signifikansi 95 %. Dengan demikian
hipotesis dapat diterima hasil perhitungan diperoleh z hitung - sebesar 4,11
sedangkan z tabel sebesar 1,96 sehingga z hitung lebih besar dari z tabel yang
berarti sesuai dengan perumusan dan tujuan penelitian.

3. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel efektifitas
pelaks anaan program dengan variabel ko ordinasi program dengan koefisien rank
kendall’s sebesar 0,381 denpan tingkat signifikansi 95 %. Dengan demikian

hipotesis dapat diterima dengan alasan hasil perhituﬁgan diperoleh z hitung
102
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sebesar 3,54 sedangkan z fabel sebesar 1,96 sehingpa z hitung lebib besar dari z
tabel yang berart sesuai dengan perumusan dan tujuan penelitian.

Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan anmtara variabel cofcktifitas
pelaksanaan program penanganan sampah dengan variable-variabel Kormmikasi
program, kualitas aparat pelaksana, dan koordinasi program dengan koefisien

koordinat kendall’s schesar 0,380 dengan tingkat kepercayaan 95 %. Dengan

demikian hipotesis dapat diterima dengan alasan hasil perhitungan dipcrolleh ;

koefisien chi-square (X) hitong sebesar 41,530 untuk df = 3, sedangkan koefisien
chi-square (X) dalam tabel sebesar 7,8147 sehingga x hitung lebih besar dari x

tabel yang berarti sesuai dengan perumusan dan tujuan penelitian

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka berikut ini akan disampaikan

beberapa saran yang seckiramya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam

pengambilan kebijakan, khususnya dalam rangka mewujudkan pelaksanaan program

penanganan sampsh di lingkungan Kantor Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan

Kabupaten Kendal dengan baik. Untuk Iebih jelasnya saran terscbut adalah sebagai

berikut

1.

Efektifitas Pelaksanaan Prograni

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, menyatakan bahwa efektifitas

pelaksanaan program penanganan sampah di lingklmgarl Kantor Tata Kota,

Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kendal memiliki kecenderungan baik,

sehingga perlu lebih meningkatkan kegiatan dalam :

a. Pelaksanaan penanganan sampah kepada masyargkat dalam pengelolaan
kebersihan nmlai dari tingkat RT / RW hingga tempat-tempat penampungan

sementara pada tempat-tempat yang telah ditentkan Upaya imi termasuk
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didalamnya dengan pemeliharaan tempai-tempat  penampungan sampah
sementara  yang seringkali rusakfterlaly pemuh  oleh sampah  yang
menycbabkan pemandangan tdak sedap serta mengganggu keschatan
.lingkungm.L Jadwal pengambilan sampah yang telah ditetapkan hendaknya
selalu diperhatikan agar kapasitas penampungan sampah dapat terjaga setiaap
hari dan volume sampsh yang dihasilkan oleh penghasil sampah dapat
dikendalikan.

b. Lebih disiplin dalam melaksanakan program yang telah ditetapkan termasuk
dengan memperhatikan berbagai aspek pendukung pelaksanaan program
tersebut baik SDM, sarana prasarana dan biaya yang dibutuhkan. Mengingat
program ini berlakn unhik seluruh Kabupaten Kendal, diharapkan pelayanan
penanganan sampah tidak hanya meliputi enam daerah yang sudah dipastikan
menjadi tujuan utama penanganan satmpah ini tetapi lebih diperluas samr|m

menjangkau dacrah-daerah lain yang juga menghasilkan s anmpah banyak.

2. Kormunikasi Program

Berdasarkan hasil perelitian tampak balwa kormnikasi program di lingkungan

Kantor Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kendal mempunyai

kecenderungan baik, namum masih ada hal-hal yang perlu diperhatikan antara

lain:

a. Menciptakan suasama kerja yang harmonis, santai tapi serus dalam
menyampaikan program penanganan sampah agar terjadi hubungan yang
lancar, kotmumikasi dua arah yang seimbang dalam kehi dupan instansi.

b. Lebih terbuka, saling pengertian, saling mcnghgrgaj, saling menghormati,
bekerja sama dan toleransi yang baik antar pegawai yang selalu dilakukan

tidal lepas dari efiket penyampaian informasi dari atasan pada bawahan
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atavpun laporan dari bawahan kepada atasan senantiasa dibina agar

pengambilan keputusan dapat tepat sesuai yang diharapkan.

3. Rualitas Aparat Pelaksana

Hasil penclitian yang telah diperoleh memmjukkan bahwa kualitas aparat
pelaksana di lingkungan Kantor Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan
Kabupaten Kendal mempunyai kecenderungan baik, tetapi pcrfu ada hal-hal lain
yang harus diperhatikan, antara lain sistem pemberian penghargaan yang lebih
baik seperti insentif atau bingkisan pada kesempatan-kesempatan tertentu. Hal lain
lagi yang harus diperhatikan adalah peningkatan muu ketzrampilan pegawai
melalui berbagai pelatihan dan pengembangan SDM pada kepiatan-kegiatan yang
menyangkut tata cara pengelolaan sampah maupun limbah.

Koordinasi Program

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh terlihat koordinasi program di

lingkungan Kantor Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kendal

mempunyai kecenderungan cukup baik, oleh karenanya perlu diperhatikan hal-hal
berikut, antara lain :

& Meningkatkan kerja sama antar seksi maupun dengan unit dinas terkait dalam
pelaksamaan program di Iapangan misalnya dengan membuat consensus
bersama di lingkungan kerja mengenai hal-hal yang berhubugan dengan tugas
penanganan sampah.

b. Lebik cepat dalam menyelesaikan program secara bersama agar terwujud

cita-cita Kendal Beribadat.
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